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Penulis dalam menyajikan tesis ini dalam rangka peningkatan pelayanan 
kepada masyarakat, yang juga dimaksudkan sebagai penyempurnaan dari beberapa 
ketentuan yang mengatur masalah prosedur tata cara pelayanan pertanahan 
sebagimana pernah diatur sebelumnya, seperti dalam Innstruksi Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 tentang 
Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan. 
Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) ini 
merupakan upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat 
yang mencerminkan daya efisiensi, keterbukaan, akuntabilitas, kesederhanaan, 
keadilan, kenyamanan dan kepastian dalam memperoleh semua jenis-jenis pelayanan 
pertanahan dengan mencatumkan hal-hal yang berkaitan dengan biaya, persyaratan 
dan jangka waktu penyelesaian pelayanan. 
Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini merupakan pelaksanaan tugas 
dan fungsi pengaturan pelayanan pertanahan di Badan Pertanahan Nasional, Kantor 
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota. 
Juga merupakan harapan penulis, bahwa apa yang dikemukakan dalam 
Tesis ini, akan dapat membantu juga para para peminat lainnya dalam memahami  
Efektivitas Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) di Kantor 
Pertanahan Kota Surakarta. 
Oleh karena itu segala tanggapan dan saran, yang bertujuan untuk 
meyempurnakan isi dan tata susunannya, akan disambut dengan tangan terbuka dan 
terima kasih oleh penulis serta sungguh akan diperhatikan semoga Allah Subkhana 
Wata’alla memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua ......Amien. 
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Heru Muljanto, S310207008, FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN 
PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR 
PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN ( SPOPP ) DI 
KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA. 
Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
Penulisan tesis ini di latar belakangi karena terjadinya krisis ekonomi, 
akuntabilitas (accountability), adanya reformasi politik tahun 1999 adalah teciptanya 
good governance (sistem pemerintahan yang baik) di berbagai sektor publik. Pelaksanaan 
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standard 
Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) di Kantor Pertanahan Kota 
Surakarta yang tidak efektif. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tidak 
efektip pelaksanaan standar prosedur operasi pengaturan dan  pelayanan    (SPOPP) di 
Kantor Pertanahan Kota Surakarta menurut Keputusan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 1 tahun 2005 dan untuk mengetahui hambatan-hambatan serta solusinya 
yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. 
Penulis menggunakan konsep hukum yang ke lima yaitu hukum adalah 
manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagai tampak dalam interaksi 
antar mereka, dengan demikian hukum dikonsepkan sebagai regulaties yang terjadi dalam 
kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman. Jenis data yang dipergunakan adalah 
data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi secara 
langsung di lapangan dan wawacara secara mendalam. Teknik purposive sampling di 
mana menggunakan pertimbangan sendiri untuk memilih sampel yang sesuai keperluan 
analisis. Analisis data dilakukan menggunakan analisis kualitatif.  
Hasil penelitian berdasarkan teori yang dipakai adalah undang-undang yang 
mengaturnya belum dirancang dengan baik (perancang undang-undang) pelaksana hukum 
belum memusatkan tugasnya dengan baik, penegak hukum (pembentuk hukum maupun 
penataan hukum) dalam penanganan kurang prfesionalisme, sarana/fasilitas pendukung 
sangat terbatas, mengingat dana yang ada belum dapat memenuhi, masyarakat 
menghendaki percepatan pelayanan sehingga perlu meningkatkan kepercayaan kepada 
masyarakat, budaya hukum (legal cultur) sulit untuk merubah pola tradisional klasik 
menjadi pola pelayannan. 
Setelah dilakukan analisis, diperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi tidak efektipnya hukum dalam pelaksanaan SPOPP, hukum/undang-
undang dan peraturannya belum dilaksanakan secara efektif dan sanksinya belum ada, 
Penegak hukum belum dapat berjalan susai dengan relnya, sarana/fasilitas pendukung 
sangat terbatas dan kualitas (keahlian) sangat diperlukan, membagun kepercayaan kepada 
masyarakat, budaya hukum dituntut untuk bekerja secara profesionalisme. 
Hambatannya pemahaman Hukum/undang-undang kurang, pemahan tetang 
aplikasi sangat terbatas, sarana/fasilitas pemanfatannya belum maksimal, tuntutan 
masyarakat menghedaki percepatan, perubahan budaya hukum lamban. Solusi yang 
ditempuh pemahaman hukum/undang-undang dimaksimalkan, penegak hukum dituntut 
bekerja profesional, pemenuhan sarana/fasilitas pendukung, untuk mendukung tuntun 
masyarkat kesadaran dari aparat sangat diperlukan, budaya hukum menuju good 




Heru Muljanto, S0310207008, FACTORS INFLUENCE THE IMPLEMENTATION 
EFFECTIVENESS OF THE HEAD OF NATIONAL LAND AUTHORITY 
DECREE NUMBER 1 YEAR 2005 ABOUT STANDARD PROCEDURES OF 
REGULATION AND SERVICE OPERATION AT SURAKARTA LAND OFFICE. 
Thesis: Post Graduate Program, Sebelas Maret University Surakarta 
 The writer thesis at back ground for happened crisis economy, accountability,   
it was like that politics reformation year 1999 shaped good governance at various 
public sector. Of standard procedures of regulation and service operation in 
accordance with the Head of National Land Authority Decree number 1 year 2005 at 
Surakarta Land Office implementation effectiveness.  
            This research aims at recognizing factors influence the implementation 
effectiveness of standard procedures of regulation and service operation at Surakarta 
Land Office in accordance with the Head of National Land Authority Decree number 
1 year 2005 and perceiving the obstacles along with the solutions done to handle the 
emerging constraints within the implementation process. 
 The writer uses the fifth law concept, which mentions that law is a manifest of 
symbolic meanings of social actors as seen within their interactions. Therefore, law is 
conceived as regulations that happen in daily life or in a nature of experience. The 
types of data used are primary and secondary. The data collection is carried out by 
direct field observation and intensive interview – a sampling purposive technique 
which uses self-consideration in choosing the samples match the need of analysis. The 
data analysis is processed by applying qualitative analysis.  
 The result of research based on the theory used are: regulation is not designed 
well (regulation planners), law executors haven’t focused on their duty well, law 
upholders (law makers and/or law administrators) are not professional in doing their 
job, supporting instruments/facilities are minimum due to the lack of fund, citizens 
wish for the acceleration of service so that citizens’ trust need to be increased, legal 
culture finds difficulties to change the classic traditional pattern into a service pattern 
 After doing certain analysis, the conclusion resulted is that factors influence 
the law ineffectiveness of standard procedures of regulation and service operation 
implementation are: law/regulation and the rules are not conducted effectively and 
there is no punishment, law upholders haven’t walked straightly on the rail, very lack 
of supporting instruments/facilities and quality (skill) is severely needed, building the 
citizens’ trust, legal culture is demanded to work professionally. 
 The obstacles are: lack of Law/regulation understanding, very lacks of 
application knowledge, not maximum number of using instruments/facilities, 
society’s demands of acceleration, slow legal culture change. The solutions are: 
maximize the Law/regulation understanding, demand law upholders to work 
professionally, provide the supporting instruments/facilities. To having a guided 
society, the awareness of apparatus is really needed. Legal culture aiming good 







1. Latar Belakang 
Salah satu masalah mendasar yang dihadapi pemerintah Indonesia setelah 
terjadinya krisis ekonomi ialah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi 
publik dan sistem pemerintahan pada umumnya. Setelah melihat bahwa birokrasi 
publik dan sistem pemerintahan pada umumnya. Setelah melihat bahwa birokrasi 
publik selama ini hanya dijadikan sebagai alat politik bagi rejim yang berkuasa, 
rakyat kini sulit untuk menghargai apa yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, 
birokrat, atau unsur-unsur lain yang terdapat dalam birokrasi publik. Karena itu tugas 
pokok para pembuat keputusan dalam beberapa tahun setelah gerakan reformasi 
adalah memperoleh kembali kepercayaan masyarakat seraya membuktikan bahwa 
seluruh proses politik dan pembuatan kebijakan yang terjadi akan memberikan 
keuntungan bagi segenap unsur rakyat. Dengan kata lain akuntabilitas birokrasi 
publik akan menjadi titik krusial bagi arah perkembangan demokrasi di Indonesia 
dalam waktu dekat ini. 
Akuntabilitas (accountability) adalah ukuran yang menunjukkan apakah 
aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah 
sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan 
publik tersebut mampu mengakomodasikan kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. 
Dengan demikian akuntabilitas terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif 
pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani rakyat harus bertanggung jawab 
secara langsung maupun tidak langsung kepada rakyat (Wahyudi Kumorotomo 2005 
: 3 - 4). 
 Tuntutan utama dari adanya reformasi politik tahun 1999 adalah teciptanya 
good governance (sistem pemerintahan yang baik) di berbagai sektor publik. Dalam 
rangka menuju good governance tersebut maka perlu ada perubahan peran 
pemerintah dalam administrasi negara, dari perannya sebagai rowing menuju 
steering, artinya pemerintah lebih banyak mengarahkan dan lebih sedikit mengayuh 




fungsi membuat kebijakan dan sebagai fasilitator dalam pembagunan, dan lebih 
membuka ruang yang lebih luas bagi para stakeholder yang lain, seperti pivete sector 
(sektor swasta/dunia usaha) dan civil society (masyarakat sipil) dalam pembagunan.    
Konsep governance digunakan karena institusi pemerintah (goverment) tidak 
lagi memadai jika diperlakukan sebagai satu-satunya institusi untuk menjalankan 
fungsi goverming. Goverment adalah fonomena abad 20 ketika negara memegang 
hegemoni kekuasaan atas rakyat (Darwin, tt). Namun ketika masalah publik ini sudah 
kompleks dan pemerintah merasa kewalahan dalam menjalankan tugas-tugasnya, 
maka perlu melibatkan banyak stekeholder  yang lain  dalam penyelenggaraan 
pemerintahan ini, dan ini dipahami sebagai governance (Erwan Agus Purwanto dan 
Wahyudi Kumorotomo 2005 : 39)   
Arti kepemerintahan yang baik sebagai terjemahan dari good governance ini 
lebih ditekankan pada peran pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan dan pembangunan, walaupun mempunyai obyek menyentuh berbagai 
sektor. Hal ini sejalan dengan pendapat Pinto (1994) dimana istilah 
“governance”mengandung arti “Praktek penyelenggaraan kekuasan dan kewenangan 
oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintah secara umum, dan 
pembangunan ekonomi pada khususnya”   
Arti good dalam istilah good governance mengandung dua pengertian : 
pertama, nilai-nilai yang menjujung tinggi keinginan /kehendak rakyat, dan nilai-nilai 
yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapain tujuan (nasional) 
kemandirian, pembangunan berkelajutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek 
fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya 
untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian ini 
kepemerintahan yang baik berorientasi pada dua hal yaitu : 
1. Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional; dan 
2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien 
melakukan upaya pencapaian tujuan nasional. 
Orientasi pertama mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara 
dengan elemen-elemen konstituennya seperti : legitimacy atau legitimasi, apakah 




akuntabilitas, yaitu seberapa jauh perlindungan hak-hak asasi manusia terjamin, 
adanya otonomi dan devolusi kekuasaan kepada daerah, serta adanya jaminan 
berjalannya mekanisme kontrol oleh masyarakat. Sedangkan orientasi kedua, 
tergantung pada sejauh mana pemerintah mempunyai kompetensi, dan sejauh mana 
struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan 
efisiensi. 
Oleh karena itu good governance juga adalah mengutamakan partisispasi, 
transparasi, akuntabilitas, dan efektivitas serta memperlakukan semua sama. Dalam 
kaitan dengan karakteristik dari good governance tersebut, dalam Peraturan 
Pemerintah No. 101 Tahun 2000, dirumuskan pengertian Kepemerintahan Yang Baik 
(good governance) yaitu:  “ Kepemerintahan  yang mengembangkan dan menerapkan 
prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, 
demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh 
masyarakat.” 
Sedangkan dalam modul sosialisasi AKIP (LAN & BPKP, 2000) 
dikemukakan bahwa “proses penyelengaraan kekuasaan negara dalam 
melaksanakan penyediaan publik good governance (Kepemerintahan yang baik).” 
Selanjutnya dikemukan pula bahwa   good governance yang efektif menuntut adanya 
“alignment” (Koordinasi) yang baik dan integritas, profesionalisme serta etos kerja 
dan moral yang tinggi. Agar kepemerintahan yang baik menjadi realita dan berhasil 
diwujudkan, diperlukan komitmen dari semua pihak, pemerintahan dan masyarakat. 
Atas dasar uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa wujud kepemerintahan 
yang baik (good governance) adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang 
solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga 
mensinergiskan interaksi yang konstruktif diantaranya domain-domain negara, sektor 
swasta dan masyarakat (society). Oleh karena good governance bersenyawa dengan 
sistem administrasi negara, maka upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik 
merupakan upaya melakukan penyempurnaan sitem administrasi negara yang berlaku 
pada suatu negara secara menyeluruh. Dalam kaitan itu Bagir Manan (1999) 
menyatakan bahwa : “sangat wajar apabila tuntutan penyelenggaraan pemerintah 




pembaharuan penegak hukum”. Hal ini dikemukakan karena dalam hubungan 
dengan pelayanan dan perlindungan rakyat ada dua cabang  pemerintah yang 
berhubungan langsung dengan rakyat yaitu administrasi negara dan penegak hukum 
(Idup Suhadi dan Desi Fernanda 2001, : 37-40).                 
     Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 
tentang Standard Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) Di 
Lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Keputusan ini dikeluarkan untuk 
melaksanakan program kerja Kabinet Indonesia Bersatu, khususnya dalam rangka 
peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang juga dimaksudkan sebagai 
penyempurnaan dari beberapa ketentuan yang mengatur masalah prosedur tata cara 
pelayanan pertanahan sebagimana pernah diatur sebelumnya, seperti dalam Instruksi 
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 
tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang 
Pertanahan.  
Mengintruksikan Kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 
Propinsi diseluruh Indonesia, Kepala Kantor Pertanahan Peratanhan 
Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia untuk : 
1. Seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia untuk 
meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat 
di bidang pertanahan seperti yang sudah dilakukan pada kantor model di tiap 
propinsi selama ini. 
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi bertugas :  
a. Memberikan arahan dan bimbingan petunjuk kerja yang diperlukan kepada 
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dalam upaya meningkatkan 
kualitas pelayanan kepada masyarakat dibidang pertanahan : 
1) Tertib administrasi; 
2) Kesediaan dan kejelasan fungsi loket; 
3) Kejelasan prosedur pelayanan; 
4) Kejelasan dan kelengkapan persyaratan; 
5) Kepastian biaya; 




7) Pemberian pelayanan informasi; 
8) Penataan ruang kerja yang efisien dan efektif sesuai dengan mekanisme 
kerja / simpul-simpul pelayanan. 
b. Membentuk Tim Pembina dan Bimbingan Teknis Terpadu bagi pelaksanaan 
tugas Kantor Pertanahan sebagai sarana Pengawasan melekat (WASKAT). 
c. Menetapkan kepastian jangka waktu penyelesaian masing-masing jenis 
pelayanan untuk masing-masing Kantor Pertanahan atas usul dari Kepala 
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan. 
d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Negara Agraria/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Cq Deputi Bidang Umum untuk diteruskan 
kepada Tim Pembina Kantor Pertanahan Model, termasuk penilaian terhadap 
pelaksanaan kegiatan masing-masing Kantor Pertanahan sebagai bahan 
evaluasi dan pembinaan. 
e. Menyediakan kotak Pengaduan dan Saran di tiap-tiap Kantor Pertanahan dan 
Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi. 
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya mengambil langkah-langkah 
untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan 
di kantornya masing-masing meliputi : 
a. Menata ruang yang efektif dan efisien sesuai dengan mekanisme/simpul-
simpul pelayanan sehingga mecerminkan adanya keterbukaan, kesederhanaan, 
kepastian, keadilan, keamanan dan kenyamanan dalam menyediakan sarana 
pelayanan, informasi pelayanan dan pelaksanaan semua jenis pelayanan 
kepada masyarakat; 
b. Menyiapkan dan mefungsikan sistem loket serta diwajibkan semua jenis 
pelayanan pertanahan melalui jenis loket yang telah ditetapkan : 
Loket I  : Informasi pelayanan 
Loket II  : Penyerahan dokumen 
Loket III  : Penyerahan biaya 




c. Loket pelayanan sebagaimana huruf b, terutama jenis loket II (pelayanan 
teknis) dapat diperbanyak secara paralel sesuai dengan jenis dan volume 
kegiatan pelayanan; 
d. Mengusulkan/menentukan jangka waktu penyelesaian masing-masing 
kegiatan pelayanan; 
e. Pemasangan papan pengumuman mengenai persyaratan, biaya, waktu dan 
prosedur pelayanan untuk masing-masing jenis pelayanan di depan loket; 
f. Peningkatan tertib administrasi pertanahan; 
g. Peningkatan disiplin dan produktivitas kerja bagi semua pegawai jajaran 
Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya; 
h. Pelaksanaan monitoring kegiatan pelayanan sebagai pelaksanaan Waskat dan 
menindak serta memberikan penghargaan bagi mereka yang berprestasi; 
i. Pembuatan laporan secara periodik kepeda Kepala Kantor Wilayah BPN 
Propinsi yang bersangkutan mengenai penyelenggaraan peningkatan kualitas 
pelayanan kepada masyarakat; 
j. Menyediakan kotak pengaduan dan saran; 
4. Untuk mendukung pelaksanaan meningkatkan kualitas pelayanan kepada 
masyarakat di bidang pertanahan agar Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan 
Nasional Propinsi bersama-sama dengan Kantor Pertanahan melakukan : 
a. Penyuluhan secara terpadu mengenai hukum pertanahan dan pelayanan 
pertanahan dengan melibatkan secara aktif Kelompok Masyarakat Sadar 
Tertib Pertanahan (POKMASDARTIBNAH); 
b. Penggunaan teknologi informatika, scaning, fotocopy, komputer atau 
peralatan lainnya; 
c. Pengawasan melekat dengan mengadakan pemantauan, pembinaan dan 
bimbingan teknis terhadap pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dan 
pelayanan kepada masyarakat secara aktif dan teratur; 
d. Pencegahan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan keresahan 
masyarakat, menghapuskan dan meniadakan pungutan dalam bentuk apapun 





Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang 
Standard Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) Di Lingkungan 
Badan Pertanahan Nasional. 
Untuk Melaksanakan  Keputusan ini yang perlu diperhatikan mengenai hal-
hal sebagai berikut : 
1. Bahwa SPOPP ini merupakan upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih 
baik kepada masyarakat yang mencerminkan adanya efisiensi, keterbukaan, 
akuntabilitas, kesederhanaan, keadilan, kenyamanan dan kepastian dalam 
memperoleh semua jenis-jenis pelayanan pertanahan dengan mencatumkan hal-
hal yang berkaitan dengan biaya, persyaratan dan jangka waktu penyelesaian 
pelayanan. 
2. Bahwa SPOPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini merupakan 
pelaksanaan tugas dan fungsi pengaturan pelayanan pertanahan di Badan 
Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan 
Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota. 
3. Untuk daerah-daerah tertentu, dengan pertimbangan adanya kendala faktor 
geografis dan transportasi ataupun faktor-faktor alam lainnya, sehingga jangka 
waktu pelaksanaan pelayanan pertanahan dikhawatirkan akan melebihi jangka 
waktu yang ditetapkan dalam SPOPP, maka Kepala kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Propinsi setempat dapat menetapkan jangka waktu yang rasional 
sesuai dengan kondisi dan situasi daerah yang bersangkutan. 
4. Apabila dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat dalam teknis pelayanan yang 
menyangkut masalah biaya, agar tetap mengacu pada ketentuan yang sudah ada 
yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis 
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional. 
Dan apabila berkaitan dengan masalah biaya transportasi dan biaya Upah 
Minimum Regional Kabupaten/ Kota dan Propinsi agar berkoordinasi dengan 
Pemerintah Daerah Propinsi setempat. 
5. Unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota yang telah 




telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, penyesuaian/ 
penggunaan  Sitem Sofware Aplikasi Pelayanan Pertanahan berdasarkan SPOPP 
ini mulai diberlakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan, dengan 
maksud agar masing-masing kantor dapat menyesuaikan/ memperbaharui sistem 
komputerisasi yang telah berjalan berdasarkan Keputusan tersebut. 
Dari kedua Instruksi tersebut di atas Kantor Pertanahan Kota Surakarta 
mengambil suatu kebijakan yaitu dengan membangun jaringan komputer sendiri baik 
itu yang grafikal maupun tekstual Land Office Local Aplication (LOLA) dalam 
mendukung pelaksanaan SPOPP walaupun kenyataannya belum dapat dilaksanakan 
secara efektif, masih perlu adanya revisi dari peraturan dan belum adanya sanksi 
dalam pelaksanaanya.  
Sumber daya manusia, adalah manusia yang mempunyai daya atau energi atau 
kemampuan atau kompetensi yang bisa digunakan untuk membangun. Maksud 
manajemen SDM dalam konteks ini adalah bagaimana meningkatkan kontribusi yang 
positif dari orang-orang yang dilibatkan untuk pencapaian tujuan organisasi melalui 
suatu sistem kerja yang bertanggungjawab secara strategis, etis dan sosial (Soedjadi, 
2000). 
Ada beberapa pendekatan yang bisa dipakai dalam mempelajari faktor-faktor 
yang mempengaruhi sikap individu dalam organisasi. Dalam hal ini akan dipakai 
pendekatan dengan menganalisis prinsip-prinsip dasar sebagai bagian dari sifat 
manusia, yaitu (Thoha, 1983) 
1. Manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama; 
2. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda; 
3. Orang berpikir tentang masa depan, dan membuat pilihan tentang bagaimana 
bertindak; 
4. Seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman 
masa lalu dan kebutuhannya; 







2. RUMUSAN MASALAH 
1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tidak efektifnya pelaksanaan standar 
prosedur operasi pengaturan dan  pelayanan ( SPOPP) di Seksi Hak Tanah dan 
Pendaftaran Tanah khususnya Sub Seksi Peralihan Pembebanan Hak dan PPAT  
Kantor Pertanahan Kota Surakarta menurut Keputusan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 1 tahun 2005 ? 
2. Hambatan-hambatan apa yang muncul dalam pelaksanaan standar prosedur 
operasi pengaturan dan  pelayanan (SPOPP) di Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran 
Tanah khususnya Sub Seksi Peralihan Pembebanan Hak dan PPAT Kantor 
Pertanahan Kota Surakarta ? 
3. Solusi apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut  ? 
 
3. TUJUAN PENELITIAN 
Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka tujuan yang hendak dicapai 
dari penelitian ini adalah sebagai berikut  : 
1. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tidak efektif 
pelaksanaan standar prosedur operasi pengaturan dan  pelayanan    (SPOPP) seksi 
hak tanah dan pendaftaran tanah khususnya Sub Seksi Peralihan Pembebanan 
Hak dan PPAT dalam wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surakarta menurut 
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2005. 
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang muncul pelaksanaan standar 
prosedur operasi pengaturan dan  pelayanan (SPOPP) Seksi Hak Tanah dan 
Pendaftaran Tanah khususnya Sub Seksi Peralihan Pembebanan Hak dan PPAT 
di Kantor Pertanahan Kota Surakarta.  
3. Untuk mengetahui solusinya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang 
muncul pelaksanaan standar prosedur operasi pengaturan dan  pelayanan 
(SPOPP) Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah khususnya Sub Seksi Peralihan 






4. MANFAAT  PENELITIAN 
Dari hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik untuk kepentingan 
akadimis maupun untuk kepentingan praktis . 
a. Manfaat akademis  
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan ilmu 
hukum pada khususnya. 
b. Manfaat praktis 
Dari hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan informasi pelayanan yang 
lebih baik kepada masyarakat yang mencerminkan adanya efisiensi, keterbukaan, 
akuntabilitas, kesederhanaan, keadilan, kenyamanan dan kepastian dalam 
meperoleh semua jenis-jenis pelayanan pertanahan dengan mencatumkan hal-hal 

























1. Efektivitas Hukum 
Untuk mengetahui secara tepat tentang definisi efektivitas Sangat sulit. Hal ini 
dikarenakan setiap ahli mempunyai definisi dan pendekatan yang berbeda dalam 
memberikan pengertian apa yang disebut efektivitas. Menurut The Liang Gie 
(1981:21) pengertian efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian 
yang mengenai terjadinya suatu efek yang dikehendaki. 
Siagian mengatakan bahwa : Efektivitas adalah, penyelesaian sasaran tepat 
pada waktunya yang telah ditetapkan, artinya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai 
baik atau tidak tergantung di mana tugas diselesaikan dan tidak menjawab bagaimana 
cara menyelesaikannya dan berapa biaya yang dikeluarkan, untuk itu     ( Siagian, 
1984.151). 
Pada prinsipnya tujuan efektivitas adalah memperoleh dan memanfaatkan 
sumber daya yang ada dalam usaha organisasi untuk mencapai tujuan operasionalnya. 
Seperti yang dikatakan oleh Ricard M Steers dalam bukunya Efektivitas organisasi, 
sebagai berikut : “Efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi 
berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Pemusatan pada perhatian yang layak 
dicapai dan optimal, kelihatannya lebih realitis untuk tujuan evaluasi, dari pada 
menggunakan tujuan akhir atau tujuan yang diinginkan sebagai dasar ukuran 
(Richard M Steers, 1985 : 5 – 7). 
Dalam rangka efektivitas hukum yang hendak diujudkan, Fuller   (1971 : 39-
91) mengajukan ukuran mengenai adanya suatu sistim hukum yang baik. Ukuran 
tersebut diletakkan dalam delapan asas yang disebut principles of legality, yaitu : 
1. Suatu sistem hukum harus mengandung suatu peraturan-peraturan, tidak boleh, 
mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad-hoc. 
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan. 
3. Tidak boleh peraturan yang berlaku surut, oleh karenanya apabila ada yang 
demikian itu wajib ditolak, maka peraturan itu bilamana dipakai menjadi 




merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan 
datang. 
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti. 
5. Suatu sistem hukum tidak boleh mengandung peraturan yang bertetangan satu 
sama lain. 
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang 
dapat dilakukan. 
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk merubah-rubah peraturan sehingga 
menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi. 
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya 
sehari-hari (Satjipto Raharjo, 2006 : 51). 
Pembentukan  hukumnya mencerminkan model-model masyarakatnya. 
Chambliss dan Seidman ( 1971 : 17, 56 ) membuat perbedaan antara dua model 
masyarakat. Pertama berdasarkan pada basis kesepakatan akan nilai-nilai (value 
consensus). Kedua adalah masyarakat dengan model konflik, masyarakat dengan 
model tanpa konflik atau masyarakat dengan kesepakatan nilai-nilai adalah 
masyarakat dengan tingkat perkembangan yang sederhana. Sebaliknya masyarakat 
dengan landasan konflik nilai-nilai adalah suatu masyarakat dengan tingkat 
perkembangan yang lebih maju yang telah mengalami pembagian kerja secara lebih 
lanjut (Satjipto Rahardjo, 1980 : 49-50). 
Ada dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat yaitu, 
pertama sebagai sarana kontrol sosial dan kedua, sebagai sarana untuk melakukan 
social engineering. Proses enginneering dengan hukum ini oleh Chambliss dan 
Seidman dibayangkan (Efektivitas menanamkan kekuatan yang menentang unsur-
unsur baru) dari masyarakat. Proses perkembangan kecepatan menanam unsur-unsur 
yang baru dari masyarakat proses perkembangan kecepatan menanam unsur-unsur 
yang baru. Perubahan-perubahan yang dikehendaki itu apabila berhasil pada akhirnya 
akan melembaga sebagai pola-pola tingkah laku yang baru dimasyarakat (Satjipto 
Rahardjo, 1980 : 119-120). 
Faktor-Faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum (G. Howard dan SS 




a. Mudah tidaknya ketidaktaatan / pelanggaran hukum itu di lihat / di sidik. 
b. Siapakah yang bertanggung jawab menegakan hukum yang bersangkutan. 
Syarat-syarat yang menentukan kemungkinan hukum menjadi efektif adalah 
(CG. Howard dan SS Summer, 1965 : 46-47) : 
a. Undang-undang dirancang dengan baik, kaidahnya jelas. 
b. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang (prohibitur) dan bukan 
mengharuskan/ memperbolehkan (mandatur). 
c. Sanksi haruslah tepat dan sesuai tujuan/ sifat undang-undang. 
d. Beratnya sanksi tidak boleh berlebihan (sebanding) dengan ancaman 
pelanggarannya. 
e. Mengatur terhadap perbuatan yang mudah dilihat ( lahiriah ). 
f. Mengandung larangan yang berkesesuaian dengan moral. 
g. Pelaksana hukum menjalankan tugasnya dengan baik, menyebarluaskan undang-
undang, penafsiran seragam dan konsisten. 
Menurut Soerjono Soekanto (1993:5). Faktor-faktor yang mempengaruhi 
efektivitas hukum antara lain : 
a. Hukum / undang-undang dan peraturannya. 
b. Penegak hukum (pembentuk hukum maupun penataan hukum). 
c. Sarana / fasilitas pendukung. 
d. Masyarakat. 
e. Budaya hukum (legal cultur) 
Dalam realitasnya yang dapat ditemukan oleh Macaulay dengan studinya itu 
ternyata, bahwa sengketa-sengketa yang terjadi sering diselesaikan dengan tidak 
menunjukkan pada kontrak yang telah dibuat atau kepada sanksi hukum yang ada 
(Satjipto Rahardjo, 1980 : 123). Suatu peraturan perundang-undangan yang dikatakan 
baik belum cukup apabila hanya memenuhi persyaratan-persyaratan fisolofis, 
idiologis dan yuridis. Secara sosiologis peraturan tadi juga harus berlaku. Hal ini 
bukan berati bahwa peraturan tadi tidak hidup. Peraturan perundang-undangan tadi 
juga harus diberi waktu agar meresap dalam diri warga masyarakat (Soerjono 




Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung 
didalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk mempengaruhi 
masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan 
social enginneering atau social planing (Soerjono Soekamto. 1980 : 115). Agar 
hukum benar-benar dapat mempengaruhi perlakuan warga masyarakat maka hukum 
harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat 
komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan 
hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui 
suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi. 
Hukum tumbuh hidup dan berkembang didalam masyarakat. Hukum 
merupakan sarana menciptakan ketertiban dan kententraman bagi kedominan dalam 
hidup semua warga masyarakat, Hukum tumbuh dan berkembang bila warga 
masyarakat menyadari makna kehidupan hukum dalam kehidupanya. Sedangkan 
tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk mencapai suatu kedamaian dalam 
masyarakat (Soerjono Soekanto, 1986 : 13). Hukum melindungi kepentingan manusia 
seperti masalah kemerdekaan, transaksi manusia satu dengan yang lain didalam 
masyarakat, juga hukum untuk mencegah pertentangan yang dapat menumbuhkan 
perbedaan antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan lembaga. 
Berdasarkan fungsi hukum, baik sebagai sarana rekayasa sosial maupun 
sebagai sarana kontrol sosial,  maka setiap peraturan diciptakan untuk dijalankan 
sesuai dengan tujuan dan makna yang dikandungnya. Warga masyarakat (individu) 
sebagai pihak yang dituju oleh suatu peraturan wajib dengan lapang hati dan penuh 
pengertian pada hukum tersebut. 
Adanya peraturan-peraturan hukum dan lembaga-lembaga serta aparat 
penegak hukum yang dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang diperlukan tanpa 
didukung oleh kesadaran warga masyarakat sebagai individu anggota masyarakat, 
hukum akan mengalami banyak hambatan dalam penerapannya, karena perilaku 
individu bermacam-macam serta mempunyai kepentingan yang berbeda.  Dalam 
suatu masyarakat yang pluralistik, penyimpangan yang dilakukan  seseorang menjadi 
kebiasaan bagi lainnya. Dalam keadaan demikian diperlukan kontrol sosial, dalam 




yang dilakukan seseorang menjadi kebiasaan bagi lainnya. Dalam Keadaan demikian 
diperlukan kontrol sosial, dalam arti mengendalikan tingkah laku warga masyarakat 
agar tetap konform dengan norma yang selalu dijalankan berdasarkan kekuatan sanksi 
( Soetandyo Wignjosoebroto,1986 : 19 ). Seringkali kontrol sosial tidak terlaksana 
secara penuh dan konsekuen, bukan karena kondisi obyektif yang tidak 
memungkinkan, tetapi karena sikap toleran (menanggung) agen-agen kontrol sosial 
terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Sikap toleran yaitu pelanggaran 
norma lepas dari sangsi yang seharusnya dijatuhkan ( Soetandyo Wignjosoebroto, 
1986 : 58 ). Disamping itu, kadar ketaatan juga dipengaruhi oleh sangsi hukum dan 
para aparat penegak. Sehingga tidak jarang pula terlihat kesenjangan antara perilaku 
yang diharapkan dengan apa yang diwujudkan. 
Keefektifan hukum bila dikaitkan dengan badan penegak hukum, dipengaruhi 
banyak faktor antara lain undang-undang yang mengaturnya harus dirancang dengan 
baik (perancang undang-undang) pelaksana hukum harus memusatkan tugasnya 
dengan baik (Howarrd dan Summers, 1967 : 46-47). Hukum agar berfungsi sebagai 
sarana rekayasa sosial bagi antar masyarakat dan masyarakat pejabat, maka 
diperlukannya pendekatan menurut teori Robert Seidman (1978 : 101): “ bekerjanya 
hukum dalam masyarakat itu melibatkan tiga kemampuan dasar yaitu, pembuat 
hukum (undang-undang), birokrat pelaksana dan pemegang peran : 
a. Saksi-sanksi yang terdapat didalamnya. 
b. Aktifitas dari lembaga-lembaga atau badan-badan pelaksana hukum. 
c. Seluruh kekuatan sosial, politik dan lainnya yang bekerja atas diri pemegang 
peran itu. 
 
2. Kebijakan Publik ( Publik Policy) 
Suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau suatu perbuatan atau 
peristiwa tidak akan mempunyai arti atau bermanfaat apabila tidak 
diimplementasikan. Hal ini disebabkan karena implementasi terhadap kebijakan 
masih bersifat abstrak ke dalam realita nyata. Kebijakan yang dimaksud adalah 




menimbulkan hasil (outcome) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran 
atau target group (Joko Widodo 2001:192). 
Mazmanian & Sabiter dalam (Joko Widodo 2001:190), menjelaskan mana 
implementasi dengan mengatakan bahwa: 
“ memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan 
berlaku atau dirumuskan yang mencakup baik usaha-usaha untuk 
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada 
masyarakat atau kejadian-kejadian” . 
 
Lebih lanjut dijelaskan, bahwa proses implementasi adalah keputusan 
kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk 
perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Pada 
umumnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi dengan 
menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara 
untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung 
setelah melalui tahapan tertentu, yaitu tahapan pengesahan undang-undang dan output 
kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan pelaksana. 
Memperhatikan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian 
implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang  
didalamnya termasuk manusia, dana, kemampuan organisasional baik oleh 
pemerintah maupun swasta (Individu atau kelompok) untuk mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan (Joko Widodo 2001 : 193 ). 
Jadi, agar implementasi atau kebijakan dapat terwujud perlu persiapan dan 
perencanaan implementasi kebijakan, namun kalau tidak dirumuskan dengan baik, 
harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik sejak tahap perumusannya atau 
pembuatan kebijakan publik sampai kepada antisipasi terhadap kebijakan tersebut 
diimplementasikan. 
Thomas R.Dye (1978) menjelaskan bahwa kebijaksanaan negara atau public 
policy is whatever goverment choose to do or not to do (pilihan tindakan apapun yang 
dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah). Ada 3 (tiga) alasan 
mempelajari kebijaksanaan negara menurut Anderson dan Dye (Solichin Abdul 




1. Dilihat dari sudut alasan ilmiah (scientific reason) 
Kebijaksanaan negara dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan 
yang lebih mendalam mengenai hakikat dan asal mula kebijakan negara, berikut 
proses yang mengantarkan perkembangan serta akibat yang berdampak pada 
masyarakat. 
2. Dilihat dari alasan profesional (professional reason) 
Studi kebijaksanaan negara dimaksudkan untuk menerapkan pengetahuan ilmiah 
dibidang kebijaksanaan negara guna memecahkan masalah sosial sehari-hari. 
Sehubungan dengan ini, terkandung suatu pemikiran bahwa apabila kita 
mengetahui tentang faktor-faktor yang membentuk kebijaksanaan negara, atau 
akibat yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu, maka wajar 
jika kita dapat memberikan suatu sumbangan yang berupa nasehat yang 
bermanfaat agar baik individu atau kelompok pun pemerintah dapat bertindak 
sedemikian rupa guna mencapai tujuan kebijaksanaan mereka. 
3. Di lihat dari sudut alasan politis (political reason)    
Mempelajari kebijaksanaan negara pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah 
dapat menempuh kebijaksanaan yang tepat, guna mencapai tujuan yang tepat 
pula. Dengan kata lain, studi kebijaksanaan negara dalam hal ini dimaksudkan 
untuk meyempurnakan kebijaksanaan negara yang dibuat oleh pemerintah. 
Kebijaksanaan (policy) tidak ada pendapat yang tunggal, tetapi menurut 
konsep demokrasi modern kebijaksanaan negara tidaklah hanya berisi cetusan 
pemikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik juga 
mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan dalam kebijaksanaan-
kebijaksanaan negara. Seperti kebijaksanaan negara harus selalu berorientasi pada 
kepentingan publik. Kebanyakan warga negara menaruh harapan banyak agar mereka 
selalu memberikan pelayanan sebaik-baiknya, sebagai abdi masyarakat yang selalu 
memperhatikan kepentingan publik dengan semangat “kepublikan”     ( the spirit of 
publicnes). 
Harold D. Laswell dan Abraham Kapaln memberi arti kebijaksanaan 
sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang 




“ ....... serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah 
dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan 
kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam 
rangka mencapai tujuan tertentu “ 
Secara lebih rinci  James E. Anderson (dalam Joko Purnomo, 1989 :    11-
12) memberi pengertian kebijaksanaan negara sebagai kebijaksanaan yang 
dikembangkan oleh badan-badan pejabat-pejabat pemerintah yang memiliki 4 
(empat) implikasi sebagai berikut : 
a) Kebijaksanaan Negara selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan 
yang berorientasi kepada tujuan ; 
b) Kebijaksanaan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat 
pemerintah; 
c) Kebijaksanaan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, 
jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu;  
d) Kebijaksanaan negara itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan bentuk 
tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, atau bisa bersifat negatif 
dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk melakukan sesuatu. 
Menurut Charles Lindblom (Solicin Abdul Wahab, 1997:16) pembuatan 
kebijaksanaan negara (public Policy making) itu pada hakikatnya : 
“merupakan proses politik yang amat komplek dan analistis di mana tidak 
menegenal saat dimulai dan diakhirinya, dan batas-batas dari proses itu 
sesungguhnya yang tidak pasti. Serangakaian kekuatan-kekuatan yang agak 
kompleks yang kita sebut sebagai pembuatan kebijaksanaan negara itulah yang 
selanjutnya membuahkan hasil yang disebut kebijaksanaan”.  
 
Sedangkan menurut Amitai Etzioni (Solichin Abdul wahab, 1997:17), 
menjelaskan bahwa : 
“ Melalui proses pembuatan keputusanlah komitmen-komitmen masyarakat yang 
acapkali masih kabur dan abstrak sebagai mana tampak dalam nilai-nilai dan tujuan-
tujuan masyarakat, diterjemahkan oleh para aktor (politik) kedalam komitmen-
komitmen yang lebih spesifik .... menjadi tindakan-tindakan dan tujuan-tujuan yang 
kongkrit”. 
Menurut Cheif J.O.Udoji (Solichin Abdul Wahab, 1997:17), merumuskan 
secara terperinci pembuatan kebijaksanaan negara sebagai : 
“ Keseluruhan proses yang menyangkut pengartikulasian dan pendefinisian masalah, 




tuntutan politik, penyaluran tuntutan-tuntutan tersebut dalam sistem politik, 
pengupayaan pengenaan sanksi-sanksi atau legitimasi dari arah tindakan yang dipilih, 
pengesahan dan pelaksanaan/ implementasi, monitoring dan peninjauan kembali ( 
umpan balik)”. 
Dari ketiga pendapat tersebut di atas bahwa kebijakan publik adalah suatu 
tindakan dari birokrasi untuk mencapai tujuan. Hal ini diperkuat oleh Don K. Price 
(Solichin Abdul Wahab, 2004:16-17), menyebutkan bahwa proses pembuatan 
kebijaksanaan negara yang bertanggungjawab adalah proses yang melibatkan antara 
kelompok ilmuan, pemimpin organisasi profesional, para administrator dan para 
politisi. Beberapa teori dalam kebijakan publik antara lain :  
a) Teori Rasional komprehensif 
(a) Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat 
dibedakan dari masalah-masalah lain atau setidaknya dinilai sebagai masalah-
masalah yang dapat diperbandingkan satu sama lain. 
(b) Tujuan-tujuan, nilai-nilai, atau sasaran yang mempedomani pembuat 
keputusan amat jelas dan dapat ditetapkan rangkingnya sesuai dengan urutan 
kepentinganya. 
(c) Berbagai alternatif untuk memecahkan masalah tersebut diteliti secara 
seksama. 
(d) Akibat-akibat (biaya dan manfaat) yang ditimbulkan oleh setiap alternatif 
yang dipilih diteliti. 
(e) Setiap alternatif dan masing-masing akibat yang menyertainya, dapat 
diperbandingkan dengan alternatif-alternatif lainnya. 
(f) Pembuat keputusan akan memilih alternatif, dan akibat-akibatnya, yang  dapat 
memaksimasi tercapainya tujuan, nilai atau sasaran yang telah digariskan. 
b) Teori Inkremental  
(a) Pemilihan tujuan atau sasaran dan analisis tindakan empiris yang diperlukan 
untuk mencapainya dipandang sebagai sesuatu hal yang terkait dari pada 
sesuatu yang saling terpisah. 
(b) Pembuat keputusan dianggap hanya mempertimbangkan beberapa alternatif 




hanya dipandang berbeda secara inkremental atau marginal bila dibandingkan 
dengan kebijaksanaan yang ada sekarang. 
(c) Bagi tiap alternative-altenative tersebut hanya sejumlah kecil saja akibat-
akibat yang mendasar saja yang akan dievaluasi. 
(d) Masalah yang dihadapi oleh pembuat keputusan akan diredefinisikan secara 
teratur. Pandangan inkrementalisme memberikan kemungkinan untuk 
mempertimbangkan dan menyesuaikan tujuan dan sarana serta tujuan 
sehingga menjadikan dampak dari masalah itu lebih dapat ditanggulangi. 
(e) Bahwa tidak ada keputusan atau cara pemecahan yang tepat bagi setiap 
masalah. Batu uji bagi keputusan yang baik terletak pada keyakinan bahwa 
berbagai analis pada akhirnya akan sepakat pada keputusan tertentu, meskipun 
tanpa menyepakati bahwa keputusan itu adalah yang paling tepat sebagai 
sarana untuk mencapai tujuan. 
(f) Pembuat keputusan yang inkremental pada hakikatnya bersifat perbaikan-
perbaikan kecil, dan hal ini lebih diarahkan untuk memperbaiki 
ketidaksempurnaan dari upaya-upaya kongkrit dalam mengatasi masalah 
sosial yang ada sekarang daripada sebagai upaya untuk menyodorkan tujuan-
tujuan sosial yang sama sekali baru di masa yang akan datang. 
c) Teori Pengamatan Terpadu 
Sebagai suatu pendekatan untuk pengambilan keputusan, yang memperhitungkan 
baik keputusan-keputusan yang fundamental maupun keputusan-keputusan yang 
inkremental dan memberikan urutan teratas bagi proses pembuatan kebijaksanaan 
fundamental yang memberikan arahan dasar dan proses-proses pembuatan 
kebijaksanaan inkremental yang melapangkan jalan bagi keputusan-keputusan ini 
tercapai. 
 
3. Teori Bekerjanya Hukum 
Lawrence Meir Friedman (Achmad Ali, 2001:7-9) mengemukakan tentang 
Tiga Unsur Sistem Hukum (Three Elemen of Legal System).  Ketiga unsur sistem 
hukum yang mempengaruhi bekerjanya hukum tersebut, yaitu : Struktur hukum 




Menurut Friedman (1975:14), “the structur of system it’s skeletal 
framework; it’s the permanent shape, the institutional body of the system, the tought, 
rigid bones that keep the process flowing within bounds”. Jadi struktur adalah 
kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam 
bentuk dan batasan terhadap keseluruhan .. Jelasnya, struktur bagaikan foto diam 
yang menghentikan gerak (a kind of still photograph, which freezes the action), 
(Suwarno, 2006 : 22) 
Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sitem hukum itu 
dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. 
Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu 
memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur 
(Esmi Warassih, 2005:30) 
Selanjutnya, menurut Friedman (1975:14),  the substance is composed of 
substantive rules and rules about how instions should be have. Jadi, yang dimaksud 
dengan substansi menurut Friedman (2001:7) adalah aturan, norma, dan pola perilaku 
nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang 
dihasilkan oleh orang yang berada didalam sistem hukum itu, mencakup keputusan 
yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup 
living law (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab 
undang-undang atau law in the books (Suwarno 2006 : 23). 
Komponen substantif yaitu sebagai output dari sistem hukum yang berupa 
peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang 
mengatur maupun yang diatur (Esmi Warassih, 2005:30). 
Akhirnya, pemahaman Friedman (1998:20) tentang the legal culture, system-
their belliefs, values, ideas, and expectations. Jadi , Kultur hukum menurut Friedman 
(2001:8) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, 
pemikiran, serta harapannya, “Legal culture refers, then, to those parts of general 
culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces to ward 
or away from the law and in particular ways”. Pemikiran dan pendapat ini sedikit 
banyak menjadi penentu jalannya proses hukum. Jadi, dengan kata lain, kultur hukum 




hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum, maka sistem 
hukum itu sendiri tidak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, dan 
bukan seperti ikan hidup yang berenang di laut ( Suwarno 2006 : 22 ). 
Komponen kultur yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang 
mempengaruhi bekerjanya hukum, atau yang menurut Lawrence M. Friedman disebut 
sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang 
menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga 
masyarakat (Esmi Warassih, 2005:30). 
Secara singkat, menurut Lawrence M. Friedman cara lain untuk 
menggambarkan ketiga usur sistem hukum itu adalah sebagai berikut:  
a) Struktur hukum diibaratkan sebagai mesin. 
b) Subtansi hukum adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu. 
c) Kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk 
menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu 
digunakan (Suwarno 2006 : 23) 
Paul dan Dias dalam ( Esmi Warassih, 2005:105-106) mengajukan 5 (lima) syarat 
yang harus dipenuhi untuk mengefektifkan sistem hukum, yaitu : 
a. Mudah tidaknya makna aturan-aturan hukum itu untuk ditangkap dan dipahami. 
b. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan 
hukum yang bersangkutan. 
c. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum 
d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dijangkau 
dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-
pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif. 
Sistem hukum tidak lain merupakan cerminan dari nilai-nilai dan standar elit 
masyarakat, yang masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri sesuai 
dengan kepentingan kelompok mereka. 
Berbicara masalah hukum, pada dasarnya adalah membicarakan masalah 
fungsi hukum di dalam masyarakat. Kebijakan dalam bidang hukum akan 
berimplikasi ke masalah politik yang sarat dengan diskriminasi misalnya terhadap 




terlebih dulu bidang pekerjaan hukum. Sedikitnya ada 4 (empat) bidang pekerjaan 
yang dilakukan oleh hukum, yaitu : 
a. Merumuskan hubungan-hubungan diantara anggota masyarakat dengan 
menunjukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan yang boleh 
dilakukan. 
b. Mengalokasikan dengan menegaskan siapa saja yang boleh melakukan kekuasaan 
atau siapa berikut prosedurnya. 
c. Menyelesaikan sengketa yang timbul di dalam masyarakat. 
d. Mempertahankan kemampuan adaptasi masyarakat dengan cara mengatur 
kembali hubungan-hubungan dalam masyarakat manakala ada. Merumuskan 
hubungan-hubungan diantara anggota masyarakat dengan menunjukkan perbutan-
perbuatan apa saja yang dilarang dan yang boleh dilakukan. 
Dari empat pekerjaan hukum tersebut di atas, menurut Satjipto Rahardjo secara 
sosiologis dapat dilihat dari adanya 2 (dua) fungsi utama hukum, yaitu  
a). Social Control (kontrol sosial) 
Social Control merupakan fungsi hukum yang mempengaruhi warga masyarakat 
agar bertingkah laku sejalan dengan apa yang telah digariskan sebagai aturan 
hukum, termasuk nilai-nilai yang di dalam masyarakat. Termasuk dalam lingkup 
kontrol sosial ini adalah : 
(a)  Perbuatan norma-norma hukum, baik yang memberikan peruntukan    
       maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang. 
(b)  Penyelesaian sengketa didalam masyarakat. 
(c)  Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi  
       perubahan-perubahan sosial. 
b). Sosial Enginerring (rekayasa sosial) 
Penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau 
keadaan masyarakat sebagaimana diinginkan oleh pembuat hukum. Berbeda 
dengan fungsi kontrol sosial yang lebih praktis, yaitu untuk kepentingan waktu 
sekarang, maka fungsi rekayasa sosial dari hukum lebih mengarah pada 
pembahasan sikap dan perilaku masyarakat dimasa mendatang sesuai dengan 




apabila berhasil pada akhirnya akan melembaga sebagai pola-pola tingkah laku 
yang baru di masyarakat (Satjipto Rahardjo, 1984:119-120). 
Robert B. Seidman ( dalam Esmi Warrasih, 2005 : 11-12) menyatakan 
tindakan apapun yang diambil baik oleh pemegang peran, lembaga-lembaga 
pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup 
kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik, dan lain-
lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial itu selalu ikut bekerja dalam 
setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan 
sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaanya. 
Dengan demikian peranan yang ada pada akhirnya dijalankan oleh lembaga dan 
pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam faktor. 
Seidman (dalam Satjipto Rahardjo, 1980 : 26-28) mencoba untuk menerapkan 
pandangannya tersebut didalam analisanya mengenai bekerjanya hukum dalam 









































Gb. Bagan Chambliss& Seidman yang diadaptasi 
Olehnya bagan itu diuraikan didalam dalil-dalil sebagai berikut : 
1. Setiap peraturan hukum memberitahukan tetang bagaimana seorang pemegang 
peranan itu akan bertindak. 
2. Bagaimana seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai suatu respon 
terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan 
kepadanya, sangsi-sangsinya, aktivitas dan lembaga-lembaga pelaksana serta 
keseluruhan komplek kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya. 
3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon 
terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang 
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kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya mengenai diri mereka serta umpan balik 
yang datang dari para pemegang peranan. 
4. Bagaimana para pembuat undang-undang itu bertindak merupakan fungsi 
peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, 
keseluruhan komplek kekuatan-kekuatan sosial politik, ideologis dan lain-lain 
yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang 
peranan serta birokrasi 
 
4. Tahap Pengorganisasian ( to Organized) 
Tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan 
dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga 
organisasi) mana yang akan melaksanakan, siapa pelakunya); penetapan anggaran 
(berapa besarnya anggaran yang diperlukan, darimana sumbernya, bagaimana  dan 
mempertanggungjawabkan); penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlukan 
untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja   (juklak dan juknis); dan 
penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan termasuk penetapan pola 
kepemimpinan dan koordinasi pelaksana kebijakan. 
a. Pelaksana Kebijakan (Policy Implementor) 
Pelaksana Kebijakan (Policy Implementor) sangat tergantung kepada jenis 
kebijakan apa yang akan dilaksanakan, namun setidaknya dapat diidentifikasi 
sebagai berikut. 
1. Dinas, badan, kantor, unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan pemerintah 
daerah. 
2. Sektor swasta (private sector). 
3. Lembaga swadaya masyarakat (LSM). 
4. Komponen masyarakat. 
Penetapan pelaku kebijakan bukan sekedar menetapkan lembaga mana yang 
melaksanakan dan siapa saja yang melaksanakan, tetapi juga menetapkan tugas 






b. Standar Prosedur Operasi (Standar Operating Procedure) 
Setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan Standar Operating 
Procedure (SOP)  sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan, dan referensi bagi para 
pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan lakukan, 
siapa sasaranya, dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan 
tersebut. Selain itu, SOP dapat pula digunakan untuk mencegah timbulnya 
perbedaan dalam bersikap dan bertindak ketika dihadapkan pada permasalahan 
pada saat mereka melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang 
dibuat perlu dibuat prosedur tetap (Protap) atau prosedur baku berupa standar 
prosedur operasi dan atau standar pelayanan Minimal (SPM). 
c. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan 
Setelah ditetapkan siapa yang menjadi pelaku kebijakan dan standar 
prosedur operasi (SOP), langkah berikutnya perlu ditetapkan berapa besarnya 
anggaran dan dari mana sumber anggaran tadi, serta peralatan apa yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kebijakan. 
Besarnya anggaran untuk melaksanakan kebijakan tentunya sangat 
tergantung kepada macam dan jenis kebijakan yang akan dilaksanakan. Namun 
sumber anggaran setidaknya dapat ditetapkan antara lain berasal dari pemerintah 
pusat (APBN), APBD, sektor swasta, swadaya masyarakat, dan lain-lain. 
Demikian pula macam, jenis, dan besar kecilnya peralatan yang diperlukan 
sangat bervariasi dan tergantung kepada macam dan jenis kebijakan yang akan 
dilaksanakan. Meskipun demikian, yang lebih penting untuk diketahui dan 
ditegaskan adalah untuk melaksanakan kebijakan perlu didukung oleh peralatan 
memadai. Tanpa peralatan yang cukup dan memadai akan dapat mengurangi 
efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan kebijakan. 
d. Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan 
Manajeman pelaksanaan kebijakan dalam hal ini lebih ditekankan pada 
penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi dalam melaksanakan sebuah 
kebijakan. Apabila pelaksanaan kebijakan melibatkan lebih dari satu lembaga 
(pelaku kebijakan) maka harus jelas dan tegas pola kepemimpinan yang 




ditunjuk sebagai koordinator. Bila ditunjuk salah satu di antara pelaku kebijakan 
yang diberi tugas sebagai leading sector bertindak sebagai koordinator dalam 
pelaksanaan kebijakan tersebut. 
e. Penetapan Jadwal Kegiatan 
Agar kinerja pelaksanaan kebijakan menjadi baik setidaknya dari “dimensi 
proses pelaksanaan kebijakan”, maka perlu ada penetapan jadwal pelaksanaan 
kebijakan. Jadwal pelaksanaan kebijakan tadi harus diikuti dan dipatuhi secara 
konsisten oleh para pelaku kebijakan. Jadwal pelaksanaan kebijakan ini penting, 
tidak saja dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, tetapi 
sekaligus dapat dijadikan sebagai standar untuk menilai kinerja pelaksanaan 
kebijakan, terutama dilihat dari dimensi proses pelaksanaan kebijakan, Oleh 
karena itu, setiap pelaksanaan kebijakan perlu ditegaskan dan disusun jadwal 
pelaksanaan kebijakan. 
f. Tahap Aplikasi (Applicatioan) 
Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi 
kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahap Aplikasi merupakan perwujudan dari 
pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan 
sebelumnya (Joko Widodo 2007 : 91-94). 
 
5. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure) 
Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan 
cukup dan para pelaksana (implementasi) mengetahui apa dan bagaimama cara 
melakukannya. Namun menurut (Edward III, 1980:125), implementasi kebijakan bisa 
jadi masih belum efektif karena adanya ketidak efisien struktur birokrasi 
(defficiencies in bureaucratic strukture). Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek 
seperti struktur organisasi (bureaucratic structure) mencakup dimensi fragmentasi 
(fragmentation) dan standar prosedur operasi (standard operating procedure) yang 
akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan 
dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya. 
Dimensi fragmentasi (fragmentation) menegaskan bahwa struktur birokrasi 




pelaksana kebijakan akan mempunyai kesempatan yang besar berita/ instruksinya 
akan terdistorsi. Fragmentasi birokrasi ini akan membatasi kemampuan para pejabat 
puncak untuk mengkoordinasikan semua sumber daya yang relevan dalam suatu 
yurisdiksi tertentu, akibat lebih lanjut adalah terjadinya ketidakefesiensi dan 
pemborosan sumber daya yang langka. 
Dengan kata lain, organisasi pelaksana yang terfragmentasi (terpecah-pecah 
atau tersebar) akan menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin 
terfragmentasi organisasi pelaksana semakin membutuhkan koordinasi yang intensif. 
Hal ini berpeluang tejadi distorsi komunikasi yang akan menjadi penyebab gagalnya 
pelaksanaan suatu kebijakan. 
Keberhasilan implementasi kebijakan yang komplek, perlu adanya kerjasama 
yang baik dari banyak orang. Oleh karena itu, fragmentasi organisasi (organisasi yang 
terpecah-pecah) dapat merintangi koordinasi yang diperlukan untuk 
mengimplementasikan suatu kebijakan yang komplek dan dapat memboroskan 
sumber-sumber yang langka. Adanya perubahan yang tidak diinginkan (perubahan-
perubahan tidak seperti biasanya) menciptakan kegaduhan, kebingungan, yang semua 
itu akan mengarah pada pelaksana kebijakan yang menyimpang dari tujuan semula 
yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Demikian pula tidak jelasnya standard operating procedure, baik menyangkut 
mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, 
fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab di antara para pelaku, dan tidak 
harmonisnya hubungan di antara oraganisasi pelaksana satu dengan yang lainnya, 
ikut pula menentukan gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan. 
Faktor tujuan dan sasaran, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur 
birokrasi sebagaimana telah disebutkan akan memepengaruhi tingkat keberhasilan 
dan kegagalan implementasi suatu kebijakan publik. Secara skematis model proses 

















Komunikasi merupakan proses transformasi kebijakan tidak saja kepada para 
pelaku kebijakan (policy implementors), tetapi juga kepada kelompok sasaran (target 
groups) dan lembaga social masyarakat (LSM) yang konsentrasi pada masalah 
kebijakan. Melalui proses komunikasi ini, para pelaku yang terindentifikasi dalam 
struktur birokrasi menjadi jelas (clarity) apa yang menjadi subtansi kebijakan, 
mencakup apa yang menjadi tujuan, sasaran, dan arah kebijakan. 
Dengan diketahui dan dipahami subtansi kebijakan akan lebih mudah dalam 
menyusun Standard operating procedure (SOP) sebagai dimensi dari struktur 
birokrasi. Kejelasan subtansi kebijakan dan SOP pelaksanaan kebijakan semakin 
mudah para pelaku kebijakan bersikap menerima, tidak mau tahu, atau menolak 
kehadiran kebijakan sehingga mendorong munculnya disposisi seseorang untuk 
melaksanakan kebijakan. 
Melalui komunikasi ini pula, sumber daya (resources) apa saja dan berapa 
banyak yang diperlukan juga semakin mudah ditentukan untuk melaksanakan 
kebijakan. Baik sumber daya manusia, informasi, keuangan, sarana dan prasarana 
yang diperlukan dalam pelaksanakan kebijakan. Intensitas dan efectivitas komunikasi 
kebijakan ini sangat membutuhkan sosok atau figur pimpinan organisasi publik yang 
memiliki kapabilitas dan profesionalitas dalam memainkan peran mereka selama 
proses pelaksanaan kebijakan berlangsung.  
Struktur birokrasi merupakan variabel kedua yang menentukan berhasil 
tidaknya pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi sebagaimana telah dikemukakan 










hubungan intra dan ekstra itu, dimensi struktur birokrasi ini dibedakan menjadi dua 
macam, yakni dimensi fragmentasi dan dimensi standard operating procedure (SOP). 
Struktur birokrasi ini mempengaruhi tingkat intensitas dan efektivitas komunikasi 
kebijakan. Semakin terfragmentasi struktur birokrasi juga semakin membutuhkan 
koordinasi yang intensif dan ini berpeluang terjadinya distorsi komunikasi. Apabila 
komunikasi kebijakan mengalami distorsi sangat berpeluang  di antara para faktor 
kebijakan kurang bahkan tidak memiliki pengetahuan, pendalaman, dan pemahaman 
yang utuh dan komprehensif tentang substansi kebijakan. Akibatnya, peluang 
terjadinya kegagalan pelaksanaan kebijakan juga semakin besar. Demikian pula 
semakin jelas SOP (standard operating procedure), semakin mudah pula menentukan 
kebutuhan risorsis, baik kualitas maupun kuantitas yang diperlukan untuk 
melaksanakan kebijakan. Ketepatan dalam menentukan risorsi yang diperlukan bagi 
para pelaku kebijakan, niscaya akan memberi peluang berhasilnya pelaksanaan 
kebijakan. Sebaliknya, kurang cukup atau terbatasnya risorsi yang tersedia dan 
diperlukan para pelaku kebijakan, niscaya memberi peluang terjadinya kegagalan 
dalam pelaksanaan kebijakan.  
Struktur birokrasi juga berpengaruh pada tingkat disposisi para pelaku 
kebijakan. Semakin struktur birokrasi terfragmentasi pelaku kebijakan, semakin besar 
menimbulkan konflik di antara mereka. Akibatnya, hubungan di antara mereka 
menjadi tidak harmonis. Konflik dan hubungan yang tidak harmonis di antara pelaku 
kebijakan. Implikasinya, pelaksanaan kebijakan berpeluang terjadi kegagalan. SOP 
juga akan mempengaruhi tingkat disposisi para pelaku kebijakan. Semakin jelas SOP 
pelaksanaan kebijakan, semakin memudahkan para pelaku kebijakan untuk 
mengetahui, memahami, dan mendalami substansi kebijakan baik menyangkut 
tujuan, arah, kelompok sasaran, dan hasil apa yang dapat dicapai atau dinikmati baik 
oleh para pelaku kebijakan maupun organisasi  pelaku kebijakan. Kejelasan ini akan 
memudahkan seseorang dalam menetapkan disposisi diri dan organisasinya dalam 
melaksanakan kebijakan. Manakala manfaat dan keuntungan kebijakan ini diketahui 
sejak dini oleh para pelaku kebijakan dan organisasi pelaksana akan tinggi. Tingginya 
disposisi para pelaku dan organisasi pelaksana kebijakan ini akan memberi peluang 




Berdasarkan uraian tersebut, semakin jelas bahwa variabel komunikasi, 
sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi mempengaruhi tingkat keberhasilan 
pelaksanaan suatu kebijakan. Oleh karena itu, apabila ingin pelaksanaan kebijakan 
publik bisa berhasil, keempat variabel tersebut perlu dilakukan dan disediakan secara 
konsisten dan penuh rasa tanggungjawab yang tinggi (Joko Widodo 2007 : 106-110) 
 
6. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang 
Standard Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) Di 
Lingkungan Badan Pertanahan Nasional. 
 
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang 
Standard Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) Di Lingkungan 
Badan Pertanahan Nasional, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2005, 
Keputusan ini dikeluarkan untuk melaksanakan program kerja Kabinet Indonesia 
Bersatu, khususnya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang 
juga dimaksudkan sebagai penyempurnaan dari beberapa ketentuan yang mengatur 
masalah prosedur tata cara pelayanan pertanahan sebagimana pernah diatur 
sebelumnya, seperti dalam Instruksi Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan 
Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan. Dalam bagian konsideran 
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang 
Standard Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) Di Lingkungan 
Badan Pertanahan Nasional juga memuat suatu pertimbangan bahwa: 
a. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pedoman 
pelaksanaan pelayanan pertanahan yang didasarkan pada semangat pembaharuan 
agraria dan pengelolaan sumber daya alam, sebagai suatu kebijakan dalam sistem 
pelayanan pertanahan secara nasional. 
b. Ketentuan yang sudah ada saat ini yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan 
pertanahan belum mengatur secara menyeluruh dan rinci mengenai jangka waktu, 




c. Sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu 
ditetapkan  Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Standard 
Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) Di Lingkungan Badan 
Pertanahan Nasional.  
 
Oleh karena itu sebagai organisasi kekusaan yang mempunyai kewenangan 
sacara yuridis untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Indonesia 
khususnya pelayanan pertanahan secara Nasional, dengan demikian dapat 
meningkatkan pelayanan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional terutama di 

























F. KERANGKA BERPIKIR 
 




Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 
tentang Standard Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) Di 













Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Standard 
Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP)  
di Kantor Petanahan Kota Surakarta 




Hukum/undang-undang dan Peraturanya 
 
Pelaksanaan SPOPP Kantor Pertanahan Kota 
Surakarta dengan aplikasi LOLA  
Budaya hukum ( legal cultur ) 
Efektif  Tidaknya Pelaksanaan SPOPP 







1. Jenis Penelitian 
 
Metode penelitian adalah alat “ untuk mencari jawab ” (Setiono, 2005: 20). 
Mengikuti pendapat soetandyo Wigyosoebroto, ada lima konsep hukum yaitu : 
Pertama,  hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan 
berlaku universal ; Kedua, hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem –
norma perundang-undangan hukum nasional ; Ketiga hukum adalah apa yang 
diputuskan oleh hakim inconcreto, tersistimatisasi sebagai judge made law ; 
Keempat, hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai 
variabel sosial yang empirik ; Kelima, hukum adalah manifestasi makna-makna 
simbolik para perilaku sosial sebagi tampak dalam interaksi antar mereka. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis menggunakan konsep hukum yang ke lima 
yaitu hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagai 
tampak dalam interaksi antar mereka, dengan demikian hukum dikonsepkan sebagai 
regulaties yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman. 
Dalam pelaksanaan penelitian ini yang menjadi obyek adalah mengenai 
faktor-faktor  yang mempengaruhi tidak efektifnya pelaksanaan standar prosedur 
operasi pengaturan dan  pelayanan ( SPOPP), Hambatan-hambatan yang muncul dan 
solusi untuk mengatasinya. Atau konkritnya dapat disebut hukum yang ada di benak 
pikiran birokrat dan aparat penegak hukum sebagai simbol para perilaku sosial, maka 
penelitian ini menggunakan metode sosiologis atau non doktrinal. Selanjutnya 
penulis menekankan catatan (informasi dan pristiwa / aktivitas kegiatan) yang 
bersumber pada birokrat dan aparat penegak hukum (skala mikro) yang 
menggambarkan situasi sebenarnya, oleh karena itu maka pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan kualitatif      
Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fonomena hukum dari sisinya 
yang demikian itu. Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan, mengapa praktek 
yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar 




yang bertujuan mendeskripsikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tidak 
efektif pelaksanaan standard prosedur operasi pengaturan dan pelayanan di seksi 
hak tanah dan Pendaftaran Tanah khususnya subseksi peraliahn pembebanan hak 
dan PPAT dalam wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surakarta menurut 
ketentuan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 2005 
tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Di Linkungan Badan 
Pertanahan Nasional. 
Analisis kwalitatif adalah merupakan upaya yang berlanjut, berulang, dan 
terus menerus (Mills dan Huberman, 1992:20). Sedangkan yang dimaksud dengan 
metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriftif 
analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh respoden secara tertulis atau lisan dan juga 
perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh 
(Soerjono Soekamto, 2006:250). 
Sedangkan menurut Burhan Ashshofa, metode penelitian kualitatif 
dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, 
kasuistis sifatnya, namun mendalam, total menyeluruh, dalam arti tidak mengenal 
pemilahan-pemilahan gejala secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang 
eksklusif (disebut variabel). Dalam hubungan ini metode kualitatif juga 
dikembangkan untuk mengungkap gejala-gejala kehidupan masyarakat itu sendiri dan 
diberi kondisi mereka tanpa diintervensi oleh peneliti/naturlistik (Burhan Ashshofa, 
1996: 54). 
Dalam penelitian kuantitatif bacaan yang luas dan “up-todate” merupakan 
syarat mutlak. Dengan demikian peneliti mengetahui apakah yang telah diteliti 
mengenai topik itu, agar penelitian yang akan dilakukan hanya merupakan ulangan. 
Selanjutnya peneliti dapat memperdalam pengetahuannya mengenai teori yang 
mendasarinya. Tanpa literatur yang luas dan mutakhir sebenarnya tidak dapat 
diadakan penelitian kuantitatif dengan baik (S. Nasution, 2003 ; 23) 
 
2. Lokasi Penelitian  
Dalam penulisan ini, lokasi penelitian yang penulis lakukan yaitu di Wilayah 





3. Jenis dan Sumber Data 
Karena penelitian ini termasuk penelitian hukum yang sosiologis / non 
doktrinal, maka jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekuder 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang lansung diperoleh dari penelitian di lapangan 
(respoden atau informan) yang meliputi pihak-pihak yang mengetahui atau 
berhubungan dengan masalah  faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas 
pelaksanaan standard prosedur operasi pengaturan dan pelayanan di Kantor 
Pertanahan Kota Surakarta. Adapun yang menjadi kunci antara lain, Kepala 
Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi 
Hak Tanah dan Pendaftaran tanah, masyarakat, PPAT dan pejabat yang terkait. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder terdiri dari : pendapat para ahli, dokumen-dokumen, tulisan-tulisan 
ilmiah, dan literatur-literatur yang mendukung data primer. 
Data sekunder di bidang hukum dibedakan menjadi (Ronny Hanitijo, 1982:53) 
a. Bahan-bahan hukum primer, yang dala hal ini Keputusan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 2005 dan peraturan-peraturan 
pelaksanaanya termasuk peraturan di dalam operasionalnya. 
b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya 
dengan bahan primer dan membantu menganalisis dan memahami hukum 
primer, hasil-hasil penelitian ilmiah para sarjana. 
c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memeberikan 
informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : 
kamus. 
 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam suatu penelitian alat pengambilan data itu menetukan kualitas data 
yang dapat dikumpulkan dan kualitas data itu menentukan kualitas penelitian 
(Sumadi Suryabrata, 2003 : 32). Menurut Sutopo H. B. (2002 : 49) menjelaskan 




sangat penting bagi peneliti, karena ketepatan memilih dan menentukan ketepatan 
dan kekayaan data atau informasi yang diperoleh. 
Di dalam kerangka memperoleh data penulis menggunakan teknis 
pengumpulan data sebagai berikut : 
a. Observasi  
Teknik observasi adalah teknik penyelidikan terhadap suatu persoalan secara 
langsung dan dilaksanakan di lapangan. 
b. Indeph Interview yaitu teknik pengambilan data melalui wawancara secara 
mendalam dengan para respoden, untuk mengetahui, pendapat ide, gagasan 
maupun latar belakang adanya pendapat tersebut. 
 
5. Teknik Sampling 
Teknik sampling yang digunakan purposive sampling yaitu penulis 
mengunakan pertimbangannya sendiri dengan berbekal pengetahuan yang cukup 
tentang populasi untuk memilih sampel yang disesuaikan dengan kepentingan dan 
keperluan analisis. Informasi kunci, yaitu orang-orang yang dianggap memahami 
permasalahan yang diteliti dan sekaligus diharapkan dapat membantu melakukan 
observasi. Disamping itu informasi kunci diminta pula untuk menentukan informan 
selanjutnya dan seterusnya sehingga terjadilah penyebaran informasi secara beranting 
yang lazim disebut snowball baaling hingga mencapai titik kejenuhan, dalam arti 
kelengkapan dan validitas data dirasa cukup bagi kepentingan analisis. Menurut 
Patton ( dalam HB. Soetopo, 2002 : 57) pemilihan informan dapat berkembang 
sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan penulis dalam memperoleh data, oleh 
karena itu pengumpulan data menjadi snowball sampling.  
 
6. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses munyusun, mengkategorikan data mencari pola 
atau thema, dengan maksud untuk memahami maknanya. Analisis data adalah 
kegiatan yang kreatif. Tidak ada langkah-langkah yang terinci, sehingga tiap peneliti 




 Data-data yang telah terkumpul dianalisis secara interaktif yang terdiri dari 
tiga kegiatan pokok yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan 
dan verifikasi (Sanapiah, 1996 : 6). Proses analisa data dikonstruksikan lewat strategi 
atau pendekatan yang bertumpu pada logika pikir induksi konseptual satu pihak, dan 
logika emik di pihak lain. 
Data primer dan data sekunder setelah terkumpul dinterprestasi berdasar teori 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diambil kesimpulan 
berdasarkan pokok pemasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai faktor-faktor 
yang mempengaruhi efektivitas dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan  
Standard Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) di Kantor Pertanahan 
Kota Surakarta berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 
Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Di 
Linkungan Badan Pertanahan Nasional. Data sekunder yang diperoleh dari berbagai 
peraturan yang terkait dengan efektivitas dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan  
Standard Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) di Kantor Pertanahan 
Kota Surakarta dicocokan dengan pelaksanaan dilapangan (data primer). Adapun 
faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan hambatan-hambatan yang ada 
dibahas dengan menggunakan toeri yang cocok/relevan. Dengan kata lain sudah 
menghubungkan langsung antara data primer, sekunder dan inilah rangkaian analisis 















BAB   IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Penyajian Hasil Penelitian 
 
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  
 
A.  Administrasi. 
Secara administratif Kota Surakarta terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Kecamatan 
Laweyan, Kecamatan Jebres, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Serengan, dan 
Kecamatan Pasar Kliwon. Jumlah Kelurahan yang ada berjumlah  51 Kelurahan yang 
mencakup 595 RW, terbagi atas 2.667 RT, dengan jumlah penduduk  +  130.284  kk.  
Sedangkan  batas-batas  Administrasi  Kota  Surakarta  sebagai  berikut : 
Sebelah Utara :   Kabupaten  Karanganyar  dan Kabupaten Boyolali. 
Sebelah Timur :   Kabupaten Sukoharjo dan Kabuapaten Karanganyar. 
Sebelah Selatan :    Kabupaten Sukoharjo. 
Sebelah Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. 
Adapun data kelurahan per Kecamatan di Kota Surakarta  dapat dilihat 
pada Tabel 1 sebagai berikut : 
        TABEL 1.  Data Kelurahan Per Kecamatan  
Di Kota Surakarta 
 
LAWEYAN 11.02.01 SERENGAN 11.02.02 PASAR KLIWON 11.02.03 BANJARSARI 11.02.04 JEBRES 11.02.05 
No. Kelurahan No Kelurahan No. Kelurahan No. Kelurahan No. Kelurahan 
1 Pajang 1 Joyotakan 1 Joyosuran 1 Kadipiro 1 Kepatihan Kulon 
2 Laweyan 2 Danukusuman 2 Semanggi 2 Nusukan 2 Kepatihan Wetan 
3 Bumi 3 Serengan  3 Pasarkliwon 3 Gilingan 3 Sudiroprajan 
4 Panularan 4 Tipes 4 Gajahan 4 Setabelan 4 Gandekan 
5 Penumping 5 Kratonan 5 Baluwarti 5 Kestalan 5 Sewu 




7 Purwosari 7 Kemlayan 7 Kedunglumbu 7 Timuran 7 Jagalan 
8 Sondakan   8 Sangkrah 8 Ketelan 8 Purwodiningratan 
9 Kerten   9 Kauman 9 Punggwan 9 Tegalharjo 
10 Jajar     10 Mangkubumen 10 Jebres 
11 Karangasem     11 Manahan 11 Mojosongo 
      12 Sumber   
      13 Banyuanyar   
 
Secara rinci Peta Wilayah Administrasi Kota Surakarta dapat dilihat lampiran   
 
B.  Kependudukan . 
Mengenai keadaan luas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat 
kepadatan  penduduk  di  wilayah  Kota  Surakarta  dapat  dilihat  pada  Tabel 
2 sebagai  berikut : 
 
Tabel  2. Jumlah  Penduduk  dan  Tingkat  Kepadatan  










1 Laweyan 8.63 109.320 12,667 
2 Serengan 3.19 63.029 19,758 
3 Pasar Kliwon 4.82 87.249 18,101 
4 Jebres 12.58 140.486 11,167 
5 Banjarsari 14.81 161.492 10,904 
Jumlah 44.04 561.576 12.754 
 





Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa wilayah di Kota Surakarta dengan 
tingkat kepadatan paling tinggi adalah di daerah Kecamatan Serengan yaitu 
19,758 per km2. 
 
Sedangkan mengenai  jumlah penduduk menurut jenis kelamin dewasa 
dan anak tiap kecamatan  di  Kota  Surakarta  secara keseluruhan dapat dilihat 
pada Tabel 3 sebagai berikut : 
 
Tebel  3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Dewasa dan Anak 
Tiap Kecamatan Kota Surakarta Tahun 2006 
 
 
































































Kota 167.353 174.695 109.725 109.803 277.078 284.498 561.576 
 
Sumber data : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta 
  
Sedangkan banyaknya penduduk menurut mata pencaharian tiap 






























































Kota 486 569 8.218 75.667 68.535 33.180 37.981 
 
 
Sumber : BPS Kota Surakarta 
Lanjutan Tabel .4 
 
Kecamatan PNS/ TNI Pensiunan Nelayan Lain-lain Jumlah 





































Kota 26.169 17.018 0 166.936 434.759 
 













C.  Sosial Ekonomi . 
Distribusi Income Perkapita / Produk Domestik Regional Bruto menurut 
lapangan usaha atas dasar harga konstan 2000 Kota Surakarta tahun 2005-2006 
(dalam jutaan rupiah) dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut : 
 Tabel 5. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha 
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kota Surakarta 
Tahun 2006 (jutaan Rupiah) 
 
LAPANGAN USAHA 2005 2006 
(1) (2) (3) 
PERTANIAN 
01.1. Tanaman Bahan Makanan 
























03.1. Mak., Min & Tembakau 
03.2. Tekstil, Brg Kulit & Alas Kaki 
03.3. Brg Kayu & Hasil Hutan Lain 
03.4. Kertas & Barang Cetakan   
03.5. Pupuk, Kimia & Brg dari Karet 
03.6. Semen & Brg Lain Bukan Logam  
03.7. Logam Dasar Besi & Baja 
03.8. Alat Angk., Mesin & Peralatan 






















LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH 
04.1 Listrik 
























PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 
07.1. Angkutan 










KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN 
08.1. Bank 











08.3. Sewa Bangunan. 









09.1.   Pemerintahan Umum dan Pertanahan 








PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 3.858.169,67 4.067.529,94 
   Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. 
2. Potensi Kantor Pertanahan Kota Surakarta 
A. Jumlah Pegawai menurut tingkat pendidikan, pangkat/golongan, jenis 
diklat yang telah diikuti. 
Pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta terdapat 2 (dua) orang pegawai 
golongan I (satu), 9 (sembilan) orang pegawai golongan II (dua), 63 (enam 
puluh tiga) orang pegawai golongan III (tiga), serta 2 (dua) orang pegawai 
golongan IV (empat), jumlah seluruh pegawai adalah 76 (tujuh puluh enam) 
orang. Secara terperinci  Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan, 
pangkat/golongan, jenis diklat yang telah diikuti dapat dilihat pada lampiran 1 
& 2. 
 
B. Daftar Urut Kepangkatan (DUK). 
Daftar Urut kepangkatan (DUK) pegawai negeri sipil Kantor Pertanahan 
Kota Surakarta per 31 Desember 2007 dapat dilihat pada lampiran 2. 
 
C. Bagan Struktur Organisasi dan Nama Pejabat. 
Adapun struktur organisasi Kantor Pertanahan Kota Surakarta menurut 
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989, dapat 




D. Daftar Inventarias Kantor. 
Daftar inventaris Kantor Pertanahan Kota Surakarta dapat dilihat pada 
lampiran 4  yang memuat tentang jumlah barang-barang yang dimiliki oleh 
kantor.  
E. Sarana dan Prasarana Kantor. 
Sarana dan prasarana kantor dapat dilihat pada  Bab IV angka 2  
lampiran 4  yang antara lain memuat tentang jumlah peralatan yang digunakan 
untuk teknik pengukuran, perangkat keras serta perangkat lunak  komputer 
yang digunakan untuk menghasilkan gambar hasil pengukuran bidang tanah. 
F. Realisasi dan Program Kerja/ Kegiatan Tahunan. 
Realisasi dan Program kerja / kegiatan tahunan dapat dilihat pada Bab IV 
angka 2 huruf  F Tabel 5 a sampai dengan 5 f yang memuat tentang :  
- besarnya anggaran dan sasaran hasil usaha,  
- Rencana jadwal pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keuangan triwulan, 
- Rencana jadwal pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran fisik 
triwulan. baik dengan dana rutin maupun dana proyek. 
G. Masalah Pertanahan Yang Dilaporkan ke Kantor Pertanahan 
Masalah pertanahan yang dilaporkan ke Kantor Pertanahan Kota 
Surakarta dapat dilihat pada Bab IV lampiran 6, yang memuat tentang : 
- jumlah kasus yang dilaporkan per desa / kelurahan. 







3. Rencana Target Program / Kegiatan Prioritas 
A.  Tahunan 
Pembangunan Sistem Informasi dan Managemen Pertanahan 
a. Penyusunan Basis Data tanah - tanah aset negara / Pemerintah / 
Pemerintah Kota Surakarta 
b. Penyiapkan aplikasi data tekstual dan spasial dalam pelayanan 
pendaftaran tanah dan penyusunan Basis Data Penguasaan dan pemilikan 
tanah. 
c. Pemetaan Kadastral dalam rangka inventarisasi dan registrasi 
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan 
menggunakan teknologi citra satelit dan teknologi informasi untuk 
menunjang kebijakan pelaksanaan Landreform dan pemberian hak atas 
tanah. 
d. Pembangunan dan Pengembangan pengelolaan penggunaan dan 
pemanfaatan tanah melalui sistem informasi geografi. 
 
Dasar Hukum 
a. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria (Pasal 2 dan 19); 
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah; 
c. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Pasal 1b tentang  
Pembangunan Sistem Informasi dan Managemen Pertanahan; 
d. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 3 Tahun 1997 tetang Ketentuan Pelaksanaan PP 24/1997; 
e. Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 3 Tahun 1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas 
Pelayanan Masyarakat Di  Bidang Pertanahan; 
f.   Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 121 - 2976 




g. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 
Propinsi Jawa   Tengah No. 090/44/33/2005 Tanggal 7 Januari 2005 
tentang Pelayanan Sistem Komputerisasi dengan Sistem Jaringan; 
 
Pembangunan Sistem Komputerisasi Lokal Kantor Pertanahan  
Land Office Local Application atau Komputerisasi lokal Kantor 
Pertanahan dapat digambarkan sebagai suatu Kantor Pertanahan yang 
memanfaatkan dan mendayagunakan perangkat keras komputer dan 
perangkat lunak aplikasi sytem komputerisasi pertanahan untuk menbantu 
para pelaksana dan eksekutif dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor 
Pertanahan secara efektif, effisien dan terkendali, khususnya untuk kegiatan 
pelayanan bidang pendaftarana tanah. 
Penggembangan suatu Kantor Pertanahan non komputer menjadi 
kantor pertanahan berbasis komputerisasi yang efektif, effisien dan 
terkendali membutuhkan beberapa hal pokok, yaitu adanya perangkat keras, 
perangkat lunak dan Sumber Daya Manusia (SDM), Apabila suatu Kantor 
Pertanahan mempunyai perangkat keras, perangkat lunak yang baik tetapi 
jika tidak ada Sumber Daya Manusia yang handal dan berdedikasi, maka 
Kantor Pertanahan tersebut tidak akan mempunyai arti apa-apa. Karena 
untuk mewujudkan Kantor Pertanahan yang komputerais diperlukan adanya 
sumber daya manusia yang handal dan berdedikasi tinggi. Sehingga 
pelatihan merupakan syarat mutlak untuk bisa menjalakan aplikasi 
komputerisasi Kantor Pertanahan sesuai dengan Standar Prosedur Operasi 
Pengaturan dan  Pelayanan   (SPOPP) dan selalu uptudate.  
 
Pembuatan Peta Tematik Tahun 2007 
a. Peta Penyebaran Kawasan Konflik; 
b. Peta Potensi Nilai Tanah; 
c. Peta Penyebaran Hak Pakai dan permasalahannya; 




e. Peta Penyebaran Pejabat Pembuat Akta Tanah dilihat dalam tabel 8-9 
dan lampiran ; 
 
Penyelesaian Konflik Pertanahan 
Konflik Pertanahan yang sudah diselesaikan sampai akhir tahun 2006 
a. Konflik antara Satu Orang ( Pemegang Sertipikat ) dengan 52 kepala 
keluarga (magersari) di Kelurahan Kedunglumbu Kecamatan Pasar 
Kliwon, menggunakan jasa Bank Pasar, konflik sejak tahun 1970; 
b. Konflik antara satu orang pemegang sertipikat dengan 18 kepala 
keluarga (Magersari ) di Kelurahan Gandekan Kecamatan Pasarkliwon, 
menggunakan jasa Bank Perkreditan Rakyat, konflik sejak tahun 1940; 
c. Konflik antara Yayasan Batik ( Pemegang Sertipikat ) dengan 35 kepala 
keluarga Okupusan di Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres, 
menggunakan jasa Bank Rakyat Indonesia, konflik sejak tahun 1980; 
d. Konflik antara Pemkot dengan 66 kepala keluarga di Kelurahan 
Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon, konflik sejak th 1997; 
e. Konflik antara Badan Pertanahan Nasional  dengan Bank Pemerintah 
Daerah dan Pemerintah Kota, Konflik sejak tahun 1979; 
f.   Konflik antara 16 kepala keluarga pemegang sertipikat dengan 54 kepala 
keluarga Okupusan di Kragilan RT 08/RW 24 Kelurahan Kadipiro 
Kecamatan Banjarsari. Menggunakan jasa Bank Pasar, Konflik sejak th 
1997. 
g. Konflik antara 140 kepala keluarga dengan Kraton dan Pemerintah Kota  
di Kelurahan Kratonan, konflik sejak tahun 1960; 
 
Konflik Pertanahan yang sudah diselesaikan sampai akhir tahun 2007 
a.   Konflik antara Satu Orang ( Pemegang Sertipikat ) dengan 16 kepala 
keluarga (magersari) di Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan, 
konflik sejak tahun 1960; 
b.   Konflik antara Pemerintah Kota dengan 31 kepala keluarga di Kelurahan 




c.   Konflik antara 121 kepala keluarga dengan Dinas Pekerjaan Umum 
Pengairan di Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari, konflik sejak 
tahun 1980; 
Model Reforma Agraria Perkotaan 
Difinisi terselenggaranya Asset Reform ( AS ) dan Access Reform ( AC ) 
secara  
bersama RA = AS + AC 
Tujuan Reforma Agraria Perkotaan 
a. Mengurangi & menyelesaikan sengketa & konflik; 
b. Perbaikan akses rakyat atas tanah; 
c. Keadilan dalam P4T dan kepastian hukum; 
d. Berkurangnya kemiskinan; 
e. Terciptanya lapangan kerja; 
f. Meningkatkan kualitas lingkungan; 
g. Terciptanya ketahanan pangan rumah tangga  
 
Misi Reforma Agraria Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan 
kebijaksanaan pertanahan, untuk : 
a. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru 
kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan 
pendapatan serta pemantapan ketahanan pangan; 
b. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan 
bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, 
penggunaan dan pemanfaatan tanah ( P4T ); 
c. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan 
mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh 
tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan 





d. Keberkelanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan 
Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang 
akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat; 
e. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip 
dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas; 
Dasar hukum 
a. Undang Undang Dasar tahun 1945, Pasal 33; 
b. UUPA No 5 th.1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 
c. TAP MPR RI No : IX / MPR / 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan 
Pengelolaan Sumber Daya Alam; 
d. Keputusan MPR-RI No. 5/MPR/2003; 
e. Sebelas Agenda BPN-RI; 
f.   Pidato politik Presiden RI tanggal 31 Januari 2007. 
6. Pembuatan Website 
 
Untuk kepentingan semua pihak, termasuk masyarakat luas, boleh 
diakses oleh siapa saja ( secara global /  mendunia ). Website  : www.bpn-
solo.com 
 
B. Lima Tahunan Rencana Strategis (RENSTRA) 
 
Renstra Badan Pertanahan Nasional Tahun 2005-2009 (Peraturan Kepala 
BPNNo. 79.A-II-2005 tanggal 29 April 2005) vii, 66 p.; Lamp. 29 cm BADAN 
PERTANAHAN NASIONAL 
Renstra BPN Tahun 2005-2009 merupakan penjabaran RPJM Nasional Tahun 
2004-2009 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden No : 7 Tahun 
2005. 
Renstra BPN tersebut sebagai kelanjutan, peningkatan, pengembangan, dan 
pemantapan program /kegiatan yang dilaksanakan pada periode sebelumnya 
yang mengacu pada Renstra BPN 2001-2004. Dalam Renstra BPN ditetapkan 




diwujudkan BPN, yaitu “Terselenggaranya pengelolaan pertanahan yang 
berkeadilan dan menjamin kepastian hukum sehingga kondusif untuk 
mendukung peningkatan pembangunan serta mendorong pertumbuhan 
ekonomi”. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 8 misi yang akan 
diemban/dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pokok pembangunan 
pertanahan yaitu catur tertib pertanahan yang telah dijabarkan ke dalam 
sejumlah sasaran dan diimplementasikan ke dalam program-program dan 
kegiatan-kegiatan pertanahan. Kebijakan pembangunan pertanahan 2005-2009 
tersebut sesuai dengan RPJM Nasional 2004-2009 dijabarkan ke dalam 
program pembangunan pertanahan yaitu program pengelolaan pertanahan yang 
merupakan program-program BPN dan program penunjang antara lain : 
program penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan, program 
pengelolaan sumber daya manusia aparatur, program peningkatan sarana dan 




4. Pelaksanaan SPOPP di Kantor Pertanahan Kota Surakarta 
 
A. PROSEDUR PELAYANAN DENGAN KOMPUTERISASI 
   KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA 
    
ID Prosedur Deskripsi Prosedur Pelayan Pertanahan Akses Keterangan Penggunaan 
01 Konversi/Penegasan Hak A Dipakai 
02 Pendaft. SK Pemberian HAT B Dipakai 
03 Pemberian HM Untuk RS/RSS B Dipakai 
04 Peningkatan Hak (dengan SU baru) B Dipakai 
05 Ganti Blanko (dengan SU baru) B Dipakai 
06 Sertipikat II (dengan SU baru) B Dipakai 
07 Perubahan Penggunaan Tanah   Dipakai 
08 Blokir B Dipakai 
10 Sita B Dipakai 
12 Pencatatan Ganti Nama / Ralat Nama D Dipakai 
13 Pemecahan Sempurna D Dipakai 
14 Penggabungan DB Dipakai 
15 Pengukuran A Dipakai 
16 Wakaf ABCD Dipakai 
17 Peralihan Hak D Dipakai 
18 Pengecekan Sertipikat HAT B Dipakai 
19 Hak Tanggungan C Dipakai 
20 Roya C Dipakai 
21 Peralihan Hak Tanggungan C Dipakai 
22 lain-lain   Dipakai 
23 Pindah Desa   Dipakai 
24 Permohonan SK Hak Atas Tanah   Belum diaktifkan 
25 Informasi Pertanahan B Dipakai 
2019 Roya + Hak Tanggungan C Dipakai 
2017 Roya + Peralihan Hak C Dipakai 
2005 Roya + Ganti Blanko C Dipakai 
1705 Peralihan Hak + Ganti Blanko D Dipakai 
1717 Peralihan Hak + Peralihan Hak D Dipakai 
171317 Peralihan Hak + Pemecahan + Peralihan Hak D Dipakai 
171305 Peralihan Hak + Pemisahan + Ganti Blanko D Dipakai 
09 Pengakuan Hak A Dipakai 
11 Pemisahan Sebagian D Dipakai 
00 Prosedur Alternatif ABCD Dipakai 
33 Kutipan Surat Ukur B Dipakai 
34 Pengembalian Batas A Dipakai 
1317 Pemecahan + Peralihan Hak D Dipakai 
36 Peningkatan Hak Tanpa Ganti Blanko B Dipakai 
37 Perpanjangan Hak B Dipakai 
38 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah B Dipakai 
171705 Peralihan Hak + Peralihan Hak + Ganti Blanko D Dipakai 
Keterangan     
1. Akses   A : PPK   
 B : informasi pertanahan   
 C : Hak Tanggungan    
 D : Peralihan Hak   




 B. MATRIK KOMBINASI PROSEDUR BERDASARKAN SPOPP 
                           
     K O L O M (dibaca kedua)   
  No.     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   
                                                  
    


































































































































































 1   Pendaftaran Pertama Kali X √ √ √ √ X X √ X X X X √ X X X X X X X   
 2   Jual Beli X X X √ X X X X √ √ √ √ X X X √ X √ X √   
 3   Hibah X X X √ X X X X √ √ √ √ X X X √ X √ X √   
 4   Warisan X √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ X √   
 5   Pembagian Hak X X X √ X X X X √ √ √ √ X X X √ √ √ X √   
 6   Tukar Menukar X X X √ X X X X √ √ √ √ X X X √ √ √ X √   
 7   Peralihan Karena Lelang X X X √ X X X X √ √ √ √ X X X √ √ √ X √   
 8   Wakaf X X X X X X X X X X X X X X X √ √ √ X X  X = Tidak Boleh 
 9   Pemecahan Hak X √ √ √ √ X X X X X √ √ X X X X √ √ X √  
 10   Penggabungan Hak X X X X X X X X √ X √ √ X X X X X √ X √  
√ = Diperbolehkan 
 11   Peningkatan Hak X X X X X X X X √ √ X X X X X √ X √ X X   
 12   Penurunan Hak X X X X X X X X √ √ X X X X X √ X √ X X   
 13   Hak Tanggungan X X X X X X X X X X X X X X X √ X X X X  Waktu: Waktu terlama + 3 n 
 14   Roya X X X √ X X √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ X  n = jumlah kombinasi 
 15   Sita Jaminan X X X X X X X X X X X X X X X X X X X √   
 16   Ganti Blanko X √ √ √ √ √ X X X X X X X √ X X X √ √ X   
 17   Sertifikat Pengganti X X X X X X X X X X X X X X X X X X X √   
 18   Ganti Nama X X X √ X X X X X √ √ √ X X X √ X X X √   


















20  Perpanjangan Hak X X X √ X X X X X X √ √ √ √ X √ X √ X X   
 99 
C. REKAPITULASI PERMOHONAN PENDAFTARAN ( DI 301) PROSEDUR   
      PELAYANAN   DENGAN KOMPUTERISASI (APLIKASI LOLA) PERTAHUN          
      2005 - 2007  KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA 
      
 
 
    
Tahun 
No. Jenis Permohonan 
2005 2006 2007 
     
01 Cessie Peralihan Hak Tanggungan  21 5 7 
02 Ganti Blanko  203 301 234 
03 Ganti Nama berdasarkan Putusan Pengadilan 0 12 10 
04 Hak Tanggungan 1760 2.194 2.789 
05 Lain-lain 3 74 175 
06 Pembagian Hak Bersama 831 1261 1.253 
07 Pembagian Harta Warisan 14 23 24 
08 Pemecahan Sempurna 0 3.214 3127 
09 Pemisahan 1 1 - 
10 Pencatatan Ganti Nama 19 12 21 
11 Pencatatan atau Penghapusan Hak Atas tanah 0 4067 5086 
12 Pendaftaran SK. Pemberian HAT  177 308 895 
13 Pengakuan Hak 55 87 80 
14 Penggabungan 28 46 46 
15 Peningkatan Hak (dengan SU baru) 4 2 0 
16 Peningkatan Hak Tanpa Ganti Blangko 274 483 478 
17 Peralihan Hak ( Hibah ) 328 394 519 
18 Peralihan Hak ( Jual Beli ) 2.997 3926 4119 
19 Peralihan Hak ( Lelang ) 2 3 5 
20 Peralihan Hak ( Putusan Pengadilan ) 10 34 18 
21 Peralihan Hak ( Tukar Menukar ) 12 20 9 
22 Peralihan Hak ( Warisan ) 702 945 996 
23 Peralihan Hak lain-lain 5 14 27 
24 Perpajangan Hak 16 32 26 
25 Perubahan Penggunaan Tanah 0 55 142 
26 Roya  698 1131 1424 
27 Roya Parsial 2 7 0 
28 Sertipikat II ( Hilang ) 52 37 42 
29 Sertipikat II ( Rusak ) 0 6 6 
30 Wakaf 22 43 34 
     
     
 J u m l a h 8.236 18.737 21. 592 
     





D. REKAPITULASI PENYELESAIAN PERMOHONAN ( DI 208) PROSEDUR  
       PELAYANAN   DENGAN KOMPUTERISASI (APLIKASI LOLA) PERTAHUN  
       2005-2007  KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA 
      
 
 
    
Tahun 
No. Jenis Permohonan 
2005 2006 2007 
     
01 Cessie Peralihan Hak Tanggungan  19 5 249 
02 Ganti Blanko  124 327 245 
03 Ganti Nama berdasarkan Putusan Pengadilan 0 7 14 
04 Hak Tanggungan 1738 2.201 2.954 
05 Lain-lain 2 68 112 
06 Pembagian Hak Bersama 553 1293 1.394 
07 Pembagian Harta Warisan 7 14 25 
08 Pemberian HM Untuk RS/RSS 0 0 18 
09 Pemecahan Sempurna 1776 3311 3302 
10 Pemisahan 1 1 0 
11 Pencatatan Ganti Nama 9 18 18 
12 Pencatatan atau Penghapusan Hak Atas tanah 160 1065 6049 
13 Pendaftaran SK. Pemberian HAT  177 268 884 
14 Pengakuan Hak 13 66 70 
15 Penggabungan 18 46 44 
16 Peningkatan Hak (dengan SU baru) 4 1 1 
17 Peningkatan Hak Tanpa Ganti Blangko 246 457 550 
18 Peralihan Hak ( Hibah ) 256 424 519 
19 Peralihan Hak ( Jual Beli ) 2480 4123 4537 
20 Peralihan Hak ( Lelang ) 2 3 5 
21 Peralihan Hak ( Putusan Pengadilan ) 9 30 19 
22 Peralihan Hak ( Tukar Menukar ) 12 20 7 
23 Peralihan Hak ( Warisan ) 526 1018 1116 
24 Peralihan Hak lain-lain 5 13 27 
25 Perpajangan Hak 11 32 52 
26 Perubahan Penggunaan Tanah 0 35 118 
27 Roya  680 1090 1445 
28 Roya Parsial 2 6 0 
29 Sertipikat II ( Hilang ) 47 37 60 
30 Sertipikat II ( Rusak ) 0 5 6 
31 Sita 0 0 1 
32 Wakaf 10 38 46 
     
     
 J u m l a h 8.887 16.022 23. 887 
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     Sumber dari data base Kantor Pertanahan Kota Surakarta. 
 
E. Kebijaksanaan yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan 
  
Istilah policy (kebijaksanaan) seringkali penggunaannya saling 
dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (gools) program, 
keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-ususlan dan 
rancangan-rancangan besar. Bagi para pembuat kebijaksanaan (police maker) 
dan para sejawatnya istilah-istilah itu tidaklah akan menimbulkan masalah 
apapun karena mereka mengunakan referensi yang sama. Namun bagi orang-
orang yang berada di luar struktur pengambilan kebijaksanaan istilah-istilah 
tersebut mungkin akan membingungkan.  
 
Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, kebijaksanaan itu diartikan sebagai 
pedoman untuk bertindak. Pedoman itu boleh jadi amat sederhana atau 
komplek, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar 
atau terperinci, bersifat kualitatif atau Kwantitaif, publik atau privat. 
Kebijaksanaan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi, 
suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas 
tertentu, suatu rencana. (United Nations 1975). 
 
Seorang ahli, James E. Anderson (1978), merumuskan kebijaksanaan 
sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) 
atau serangkai aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.    
 
Dewasa ini istilah kebijaksanaan lebih sering dan secara luas 
dipergunakan dalam kaitanya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan 
pemerintah serta perilaku negara pada umumnya (lihat : United Nation, 1975; 
Nevil Johnson, 1980). Dalam kaitan inilah maka mudah dipahami jika 
kebijaksanaan itu acapkali diberikan makna sebagai tindakan politik . Makna 
kebijaksanaan sebagaimana kita kemukakan tadi akan makin jelas bila kita ikuti 
pandangan seorang ilmuwan politik, Carl Friedrich, yang menyatakan bahwa 
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kebijaksanaan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan 
oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu 
sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari 
peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang di 
inginkan. 
 
Mirip dengan definisi Friedrich di atas, Anderson merumuskan 
kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh 
seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau 
persoalan tertentu yang dihadapi. Kalau konsep ini kita ikuti, maka ia dengan 
demikian mendalilkan bahwa perhatian kita dalam mempelajari kebijaksanaan 
negara ini seyogianya diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh 
pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan. Disamping itu konsep 
tersebut juga membedakan secara tegas antara kebijaksanaan (policy) dan 
keputusan (desicion), yang mengandung arti pemilihan diantara sejumlah 
alternatif yang tersedia (Abdul Wahab Solichin, 1997 : 1 – 3). 
    Ada 3 (tiga) alasan mempelajari kebijaksanaan negara menurut 
Anderson dan Dye (Solichin Abdul Wahab, 1997 : 12 – 13), yaitu : 
2. Dilihat dari sudut alasan ilmiah (scientific reason) 
3. Dilihat dari alasan profesional (professional reason) 
4. Di lihat dari sudut alasan politis (political reason)    
Seperti telah dijelaskan dalam BAB II sub 2 (Kebijakan Publik) 
Harold D. Laswell dan Abraham Kapaln memberi arti kebijaksanaan 
sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang 
terarah, sedang Carl J Fredrich mendefinisikan kebijaksanaan sebagai :   
“ ....... serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau 
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-
hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan 
kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu “ 
 
Secara lebih rinci  James E. Anderson ( dalam Joko Purnomo, 1989 : 
11-12) memberi pengertian kebijaksanaan negara sebagai kebijaksanaan yang 
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dikembangkan oleh badan-badan pejabat-pejabat pemerintah yang memiliki 4 
(empat) implikasi sebagai berikut : 
e) Kebijaksanaan Negara selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan 
tindakan yang berorientasi kepada tujuan ; 
f) Kebijaksanaan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat 
pemerintah; 
g) Kebijaksanaan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan 
pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan 
melakukan sesuatu;  
h) Kebijaksanaan negara itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan bentuk 
tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, atau bisa bersifat 
negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk 
melakukan sesuatu. 
Dari ketiga pendapat tersebut di dalam BAB II sub 2 (Kebijakan Publik) 
bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan dari birokrasi untuk mencapai 
tujuan. Hal ini diperkuat oleh Don K. Price (Solichin Abdul Wahab, 2004:16-
17), menyebutkan bahwa proses pembuatan kebijaksanaan negara yang 
bertanggungjawab adalah proses yang melibatkan antara kelompok ilmuan, 
pemimpin organisasi profesional, para administrator dan para politisi. Beberapa 
teori dalam kebijakan publik antara lain : 
b) Teori Rasional komprehensif 
c) Teori Rasional komprehensif 
d) Teori Pengamatan Terpadu 
Penjelasannya dapat dilhat dalam BAB II sub 2 (Kebijakan Publik) 
F. Tahap Interprestasi (Interpretation) dari proses implementasi suatu kebijak            
Publik. 
Tahap Interprestasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan 
yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis 
operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis (strategic policy) dan 
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kebijakan manajerial akan dijabarkan dalam kebijakan teknis operasional 
(operational policy). Kebijakan umum atau kebijakan strtegis diujudkan dalam 
bentuk peraturan Daerah (perda) yang dibuat bersama sama antara antara 
lembaga legeslatif (DPRD) dan lembaga eksekutif (pemerintah daerah). 
Kebijakan manajerial diujudkan dalam bentuk keputusan-keputusan kepala 
daerah (bupati atau walikota) dan kebijakan teknis operasional diwujudkan 
dalam bentuk kebijakan kepala dinas, kepala badan atau kepala kantor sebagai 
unsur pelaksana teknis pemerintah daerah. 
Aktivitas interprestasi kebijakan tadi tidak sekedar menjabarkan sebuah 
kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang bersifat lebih 
operasional, tetapi juga diikuti dengan kegiatan mengomunikasikan kebijakan 
(sosialisasi) agar seluruh masyarakat (stakeholders) dapat mengetahui dan 
memahami apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran (kelompok sasaran) 
kebijakan tadi. Kebijakan ini perlu di komunikasikan atau disosialisasikan agar 
mereka yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan 
tadi. Tidak saja mereka menjadi tahu dan paham tetang apa yang menjadi arah, 
tujuan, sasaran kebijakan, tetapi yang lebih penting mereka akan menerima, 
mendukung, dan bahkan mengamankan pelaksanaan kebijakan tadi (Joko 
Widodo 2007: 90-91).               
G. Kriteria Pengambilan Keputusan  
Apakah proses keputusan yang dipilih bersifat rasional komprehensif, 
inkremental atau pengamatan terpadu, bagi mereka yang membuat pilihan-
pilihan di antara alternatif-alternatif yang tersedia haruslah memiliki beberapa 
dasar untuk melakukan hal tersebut. Sementara beberapa jenis keputusan 
mungkin merupakan produk secara kebetulan tidak sengaja, pilihan acak, atau 
apapun juga yang memungkinkan tindakan-tindakan tertentu untuk dilakukan, 
kebanyakan keputusan akan melibatkan pilihan yang sadar. Masalahnya 
sekarang, macam kriteria apakah (nilai-nilai atau norma-norma atau pedoman 
tertentu) yang mempengaruhi tindakan para pengambil keputusan ? 
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Menurut konsepsi Anderson, nilai-nilai yang kemungkinan menjadi 
pedoman perilaku para pembuat keputusan itu dapat dapat dikelompokkan 
menjadi 4 (empat) kategori, yaitu : 
1. Nilai-nilai Politik.  
Pembuat keputusan mungkin melakukan penilaian atas alternatif 
kebijaksanaan yang dipilihnya dari sudut pentingnya alternatif-alternatif itu 
bagi partai politiknya atau baginya. Keputusan-keputusan yang lahir dari 
tangan para pembuat keputusan seperti ini bukan mustahil dibuat demi 
keuntungan politik, dan kebijaksanaan dengan demikian akan dilihat sebagai 
instrumen untuk memperluas pengaruh-pengaruh politik atau untuk mancapai 
tujuan dan kepentingan dari partai politik atau tujuan dari kelompok 
kepentingan yang bersangkutan. 
2. Nilai-nilai Organisasi.  
Para pembuat keputusan, khususnya birokrat (sipil atau militer), mungkin 
dalam mengambil keputusan dipengaruhi oleh nilai-nilai organisasi di mana 
ia terlibat di dalamnya. Organisasi, semisal badan-badan administrasi, 
menggunakan berbagai anggotanya menerima, dan bertidak sejalan dengan 
nilai-nilai semacam itu ada, orang-orang yang bertindak selaku pengambil 
keputusan dalam organisasi itu kemungkinan akan dipedomani oleh 
pertimbangan-pertimbangan semacam itu sebagai perwujudan dari hasrat 
untuk melihat organisasinya tetap lestari, untuk tetap maju atau untuk 
mempertahankan kekuasaan dan hak-hak istemewa yang selama ini 
dinikmati. 
3. Nilai-nilai Pribadi.  
Hasrat untuk melindungi atau memenuhi kesejahteraan atau kebutuhan fisik 
atau kebutuhan finansial, reputasi diri, atau possisi historis kemungkinan juga 
digunakan oleh para pembuat keputusan sebagai kriteria dalam pengambilan 
keputusan sebagai kriteria dalam pengambilan keputusan. Para politisi yang 
menerima uang sogok untuk membuat keputusan tertentu yang 
menguntungkan si pemberi uang sogok, misalnya sebagai hadiah pemberian 
perizinan atau penandatanganan kontrak pembangunan proyek tertentu, jelas 
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mempunyai kepentingan pribadi dalam benaknya. Seorang presiden yang 
mengatakan di depan para wartawan bahwa ia akan mengebuk siapa saja 
yang bertindak inkonstitusional, jelas juga dipengaruhi oleh pertimbangan-
pertimbanagan pribadinya misalnya agar ia mendapat tempat terhormat 
dalam sejarah bangsa sebagai seseorang yang konsisten dan nasionalitis. 
 
4.  Nilai-nilai Kebijaksanaan.  
Dari perbincangan di atas, satu hal hendaklah dicamkan, yakni janganlah kita 
mempunyai anggapan yang sinis dan kemudian menarik kesimpulan bahwa 
pengambil keputusan politik itu semata-mata hanyalah dipengaruhi oleh 
pertimbangan-pertimbangan demi keuntungan politik, organisasi atau 
pribadi. Sebab para pembuat keputusan mungkin pula bertindak berdasarkan 
atas persepsi mereka terhadap kepentingan umum atau keyakinan tertentu 
mengenai kebijaksanaan negara apa sekiranya secara moral tepat dan benar. 
seorang wakil rakyat yang memperjuangkan undang-undang hak kebebasan 
sipil mungkin akan bertindak sejalan dengan itu karena ia yakin bahwa 
tindakan itulah yang secara moral benar, dan bahwa persamaan hak-hak sipil 
itu memang merupakan tujuan kebijaksanaan negara yang diinginkan, tanpa 
memperdulikan bahwa perjuangan itu mungkin akan menyebabkannya 
resiko-resiko politik yang fatal. (Abdul Wahab Solichin, 1987 ; 26-28). 
 
Dari uraian diatas dapat dapat kita lihat pelaksanaan SPOPP yang diambil 
berdasarkan kebijaksanaan selama 2 (dua) tahun dari tahun 2006-2007 
bedasarkan tabel dibawah ini :  
DAFTAR PRODSEDUR PERMOHONAN YANG DILAKSANAKAN 





Tahun Tahun No Bulan 
 2006 2007 2006 2007 
1 Januari 1384 1517 66 121 
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2 Februari 1256 1267 51 106 
3 Maret 1352 1475 74 123 
4 April 1234 1475 67 135 
5 Mei 1607 1823 65 126 
6 Juni 1633 1765 115 122 
7 Juli 1706 1986 111 158 
8 Agustus 1561 1480 93 186 
9 September 1566 1871 111 154 
10 Oktober 1222 1487 72 169 
11 Nopember 1890 1758 126 195 
12 Desember 1707 1546 116 111 
      
 JUMLAH 18118 19450 1116 1706 
 
Sumber data base Kantor Pertanahan Kota Surakata. 
 
Berdasarkan tabel diatas implementasi kebijakan publik merupakan salah 
satu tahapan dari proses kebijakan publik (publik policy process sekaligus studi 
yang sangat crusial). Bersifat karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, 
kalau tidak  dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya 
maka tujuan kebijakan tidak akan diwujudkan. Demikian pula sebaliknya, 
bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, 
kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan bisa 
diwujudkan. Dengan demikian, kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat 
dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus 
dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan 
atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat 
diimplementasikan. 
Kamus Webter dalam wahab (1991:50) implementasi diartikan sebagai 
“to rovide the mean for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan 
sesuatu); to give practical effects to (menimbulkan dampak/akibat terhadap 
sesuatu)”. Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan 
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sesuatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesutu 
tertentu.  
Jones mengartikan implementasi sebagai Getting the job done “and” 
doing it. Peperngertiantersebut merupakan pengertian yang sangat sederhana. 
Akan tetapi, dengan kesederhanaan rumusan seperti itu tidak berarti 
implementasi kebijaksanaan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat 
dilakukan dengan mudah., Menurut Jones, pelaksanaannya menuntut adanya 
beberapa syarat, antara lain adanya orang atau pelaksana, uang, dan 
kemampuan organisasional, yang dalam halm ini sering disebut resources. 
Donald S. Van Mater dan Carl E. Va (1974:447) juga menguraikan 
batasan implementasi sebagai  “Policy implementation encompasses those 
action by public and private individuals (or groups) that are directed at the 
achievement of objective set fort in prior policy decisions. this include both 
one time efforts to transform decisions into operational terms, as well as 
continuing efforts to achieve the large and smaal changes mandated by policy 
decisons”. Implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik 
yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) 
swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan 
dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Pada suatu saat tindakan-
tindakan ini berusaha mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-
pola operasional serta melanjutkan usah-usaha tersebut untuk mencapai 
perubahan, baik besar maupun kecil yang diamanatkan oleh keputusan-
keputusan kebijakan tertentu. Mazmanian dan Sabatier (1983:4) menjelaskan 
makna implementasi dengan mengatakan bahwa “  To understand what 
actually happens after a program enacted or formulated is the subject of 
policy implementation. Those events and activities that occur after the issuing 
of authoritative public policy direktives, which include both the effort to 
administer and the subtantive impacts on people and events”, Hakikat utama 
implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi 
sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. pemahaman tadi 
mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan untuk 
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menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Joko 
Widodo 2007: 85-87).  
Program yang dilaksanakan dalam mengimplementasikan SPOPP di 
Kantor Pertanahan Kota Surakarta dengan aplikasi sitem komputerisasi yang 
dibangun sendiri dengan program LOLA (Land Office Local Application). 
Masing-masing jenis prosedur kegiatan pada sistem Aplikasi LOLA 
didefinisikan mengenai kegitan-kegiatan yang harus dilakukan pada tiap-tiap 
unit kerja dimana didalamnya terdapat engine yang berfungsi untuk 
mengendalikan sistem aplikasi prosedur pelayanan secara menyeluruh. 
Dengan FCE (Flow Control Engine) atau mesin pengontrol alur kegiatan maka 
kondisi dan waktu setiap transaksi perjalanan berkas permohonan pada 
masing-masing step akan terekam secara otomatis, hal ini akan membantu 
dalam rangka sistem monitoring dan sistem informasi.        
 
B.  Pembahasan               
 
1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum (SPOPP) antara  
    lain : 
a. Hukum / undang-undang dan peraturannya 
Dalam rangka efektivitas hukum yang hendak diujudkan, Fuller   
(1971 : 39-91) mengajukan ukuran mengenai adanya suatu sistim hukum 
yang baik. Ukuran tersebut diletakkan dalam delapan asas yang disebut 
principles of legality, yaitu : 
9. Suatu sistem hukum harus mengandung suatu peraturan-peraturan, tidak 
boleh, mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad-hoc. 
10. Peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan. 
11. Tidak boleh peraturan yang berlaku surut, oleh karenanya apabila ada 
yang demikian itu wajib ditolak, maka peraturan itu bilamana dipakai 
menjadi pedoman tingkah laku, membolehkan peraturan secara berlaku 
surut berarti akan merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk 
berlaku bagi waktu yang akan datang. 
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12. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti. 
13. Suatu sistem hukum tidak boleh mengandung peraturan yang 
bertetangan satu sama lain. 
14. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi 
apa yang dapat dilakukan. 
15. Tidak boleh ada kebiasaan untuk merubah-rubah peraturan sehingga 
menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi. 
16. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan 
pelaksanaannya sehari-hari (Satjipto Raharjo, 2006 : 51). 
 
Pembentukan hukumnya mencerminkan model-model 
masyarakatnya. Chambliss dan Seidman ( 1971 : 17, 56 ) membuat 
perbedaan antara dua model masyarakat. Pertama berdasarkan pada basis 
kesepakatan akan nilai-nilai (value consensus). Kedua adalah masyarakat 
dengan model konflik, masyarakat dengan model tanpa konflik atau 
masyarakat dengan kesepakatan nilai-nilai adalah masyarakat dengan 
tingkat perkembangan yang sederhana. Sebaliknya masyarakat dengan 
landasan konflik nilai-nilai adalah suatu masyarakat dengan tingkat 
perkembangan yang lebih maju yang telah mengalami pembagian kerja 
secara lebih lanjut (Satjipto Rahardjo, 1980 : 49-50). 
 
Ada dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam 
masyarakat yaitu, pertama sebagai sarana kontrol sosial dan kedua, sebagai 
sarana untuk melakukan social engineering. Proses enginneering dengan 
hukum ini oleh Chambliss dan Seidman dibayangkan (Efektivitas 
menanamkan kekuatan yang menentang unsur-unsur baru) dari masyarakat 
Proses perkembangan kecepatan menanam unsur-unsur yang baru) dari 
masyarakat proses perkembangan kecepatan menanam unsur-unsur yang 
baru. Perubahan-perubahan yang dikehendaki itu apabila berhasil pada 
akhirnya akan melembaga sebagai pola-pola tingkah laku yang baru 
dimasyarakat (Satjipto Rahardjo, 1980 : 119-120). 
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Faktor-Faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum (G. Howard 
dan SS Summer, 1965 : 46-47). 
c. Mudah tidaknya ketidaktaatan / pelanggaran hukum itu di lihat / di sidik. 
d. Siapakah yang bertanggung jawab menegakan hukum yang bersangkutan. 
 
Syarat-syarat yang menentukan kemungkinan hukum menjadi 
efektif adalah (CG. Howard dan SS Summer, 1965 : 46-47) : 
h. Undang-undang dirancang dengan baik, kaidahnya jelas. 
i. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang (prohibitur) dan bukan 
mengharuskan/ memperbolehkan (mandatur). 
j. Sanksi haruslah tepat dan sesuai tujuan/ sifat undang-undang. 
k. Beratnya sanksi tidak boleh berlebihan ( sebanding) dengan ancaman 
pelanggarannya. 
l. Mengatur terhadap perbuatan yang mudah dilihat ( lahiriah ). 
m. Mengandung larangan yang berkesesuaian dengan moral. 
n. Pelaksana hukum menjalankan tugasnya dengan baik, menyebarluaskan 
undang-undang, penafsiran seragam dan konsisten. 
 
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 
tentang Standard Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) Di 
Lingkungan Badan Pertanahan Nasional, ditetapkan di Jakarta pada 
tanggal 1 Februari 2005, Keputusan ini dikeluarkan untuk melaksanakan 
program kerja Kabinet Indonesia Bersatu, khususnya dalam rangka 
peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang juga dimaksudkan 
sebagai penyempurnaan dari beberapa ketentuan yang mengatur masalah 
prosedur tata cara pelayanan pertanahan sebagimana pernah diatur 
sebelumnya, seperti dalam Innstruksi Menteri Negara Agraria/ Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 tentang Peningkatan 
Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan. Dalam 
pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan 
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perarturan yang lebih tinggi, sehingga dapat memenuhi syarat-syarat yang 
menentukan kemungkinan hukum menjadi efektif.  
 
Keefektifan hukum bila dikaitkan dengan badan penegak hukum, 
dipengaruhi banyak faktor antara lain undang-undang yang mengaturnya 
harus dirancang dengan baik (perancang undang-undang) pelaksana 
hukum harus memusatkan tugasnya dengan baik (Howarrd dan Summers, 
1967 : 46-47). Hukum agar berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial bagi 
antar masyarakat dan masyarakat pejabat, maka diperlukannya pendekatan 
menurut teori Robert Seidman (1978 : 101): “ bekerjanya hukum dalam 
masyarakat itu melibatkan tiga kemampuan dasar yaitu, pembuat hukum 
(undang-undang), birokrat pelaksana dan pemegang peran : 
d. Saksi-sanksi yang terdapat didalamnya. 
e. Aktifitas dari lembaga-lembaga atau badan-badan pelaksana hukum. 
f. Seluruh kekuatan sosial, politik dan lainnya yang bekerja atas diri 
pemegang peran itu. 
 
Dalam pelaksanaan kegiatan pemidahan hak dan pembebanan hak 
atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Sususn, dan akta pemberian 
kuasa untuk membebankan hak Tanggungan tidak terlepas darin Pasal 1 
angka 24 PP 24/1997 disebut PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) sebagai 
Pejabat Umum  yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah 
tertentu sebagai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 
bersangkutan, yaitu akta pemidahan hak dan pembebanan hak atas tanah 
dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, dan akta pemberian kuasa untuk 
membebankan hak Tanggungan. Pejabat Umum adalah orang yang diangkat 
oleh Instansi yang berwenang, dengan tugas melayani masyarakat umum di 
bidang atau kegiatan tertentu. 
 
Dalam Penjelasan Umum dikemukakan, bahwa akta PPAT 
merupakan salah satu sumber utama dalam rangka pemeliharaan data 
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pendaftaran tanah. maka pokok-pokok tugas PPAT serta cara 
melaksanakannya diatur dalam PP ini. Adapun ketentuan umum mengenai 
jabatan PPAT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37/thun 1998 
tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (LNRI 1998-52; 
TLN 3746) (Boedi Harsono, ibid. J 1, J 2).  
 
Kegiatan PPAT membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam 
melaksanakan tugas di bidang pendaftaran tanah, khususnya dalam kegiatan 
pemeliharaan data pendaftaran, diatur dalam Pasal 37 s/d 40 (pemindahan 
Hak), Pasal 44 (Pembebanan Hak), Pasal 51 (pembagian hak bersama) dan   
Pasal 62 (sanksi administratif  jika dalam melaksanakan tugasnya 
mengabaikan ketentuan-ketentuan sebagimana dimaksud dalam Pasal 38, 
39, 40 serta ketentuan dan petunjuk yang yang diberikan oleh Menteri atau 
Pejabat yang ditunjuknya, PPAT akan dikenakan tindakan administratif, 
berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT 
akan dikenakan tindakan administratif tersebut tidak mengurangi 
kemungkinan dituntut ganti kerugian yang di akibatkan oleh pihak-pihak 
yang menderita kerugian yang diakibatkan ketentuan-ketentuan tersebut. 
(Pasal 62.) (Boedi Harsono, 2005 ; 483-484, 544). 
Berdasarkan dalam surat dari Kepala Badan Pertanahan Nasioanal 
perihal penyapaian Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasioanal Nomor 
1 tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan 
(SPOPP) mngenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam poin 3 dan 5 
”Untuk daerah-daerah tertentu, dengan pertimbangan adanya kendala 
faktor geografis dan transportasi ataupun faktor-faktor alam lainnya, 
sehingga jangka waktu pelaksanaan pelayanan pertanahan dikhawatirkan 
akan melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam SPOPP, maka Kepala 
kantor Wilayah BPN Propinsi setempat dapat menetapkan jangka waktu 
yang rasional sesuai dengan kondisi dan situasi daerah yang bersangkutan” 
 
 poin 5 : 
”Unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah 
Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan pelayanan pertanahan dengan 
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sistem komputerisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh Kepala Badan 
Pertanahan Pertanahan Nasional, penyesuaian/penggunaan Sistem 
Sofware Aplkasi Pelayanan Pertanahan berdasarkan SPOPP ini mulai 
diberlakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan, dengan 
maksud agar masing-masing kantor dapat menyesuaikan/memperbarui 
sistem kumputerisasi yang telah berjalan dengan sistem komputerisasi yang 
telah berjalan dengan sistem komputerisasi berdasarkan keputusan ini”. 
 
Ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan teorinya  
G. Howard dan SS Summer serta Fuller dalam rangka efektivitas hukum 
yang hendak diujudkan, tidak boleh peraturan yang berlaku surut, oleh 
karenanya apabila ada yang demikian itu wajib ditolak, maka peraturan itu 
bilamana dipakai menjadi pedoman tingkah laku, membolehkan peraturan 
secara berlaku surut berarti akan merusak integritas peraturan yang 
ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang. Peraturan-peraturan 
harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti. Suatu sistem hukum 
tidak boleh mengandung peraturan yang bertetangan satu sama lain. 
 
Menurut The Liang Gie (1981:21) pengertian efektivitas adalah 
suatu keadaan yang mengandung pengertian yang mengenai terjadinya 
suatu efek yang dikehendaki. Siagian mengatakan bahwa : Efektivitas 
adalah, penyelesaian sasaran tepat pada waktunya yang telah ditetapkan, 
artinya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak tergantung 
di mana tugas diselesaikan dan tidak menjawab bagaimana cara 
menyelesaikannya dan berapa biaya yang dikeluarkan, untuk itu ( Siagian, 
1984.151). 
 
Ini dapat dilihat dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang 
berkaitan dengan proyek, di Kantor Pertanahan Kota Surakarta pekerjaan 
yang berhubungan dengan proyek adalah PRONA ( Proyek Nasional 
Agraria) dimana kita ditentukan oleh tarjet waktu dan biaya yang telah 
ditentukan jangka waktunya sampai sertipikat itu dapat diselesaikan.  
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b. Penegak hukum (pembentuk hukum maupun penataan hukum). 
Karakteristik yang mencolok dalam pembicaraan mengenai sosiologis 
penegakan hukum adalah bahwa penegak hukum itu bukan merupakan suatu 
tindakan yang pasti, yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang 
dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik. Dalam ilmu hukum cara 
seperti itu disebut sebagai model mesin otomat dan pekerjaan menegakkan 
hukum menjadi aktivitas subsumsi otomat. Dalam kenyataan keadaan adalah 
tidak seperti itu, melainkan yang terjadi adalah bahwa penegakan hukum itu 
mengandung pilihan dan kemungkinan, oleh karena dihadapkan kepada 
kenyataan yang komplek. Dalam ilmu hukum normatif, kompleksitas tersebut 
diabaikan, sedangkan sosiologi hukum sebagai ilmu empirik sama sekali tak 
dapat mengabaikannya. Dikatakan oleh Galanter, bahwa kebiasaan berfikir 
hukum yang dominan, yaitu berfikir positivistik-logalistik, berangkat dari 
peraturan hukumnya. 
Penegakan hukum dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang untuk 
itu, seperti polisi, jaksa dan pejabat pemerintah. Sejak hukum itu mengandung 
perintah dan pemaksaan (coercion), maka sejak semula hukum membutuhkan 
bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut. Hukum menjadi tidak ada 
artinya bila perintahnya tidak (dapat) dilaksanakan (Satjipto Rahardjo, 2004 : 
173-175).  
Perubahan-perubahan juga merupakan faktor yang menentukan 
bagaimana mobilisasi dijalankan. Pekerjaan pegawai pertanahan, misalnya, 
yang memberikan pelayanan kepada publik akan sangat dipengaruhi oleh 
perubahan-perubahan dalam dalam standar moral yang ada pada rakyat. Beban 
pekerjaan BPN akan berubah seiring dengan perubahan moral rakyat yang 
dilayaninya.    
Keterlibatan anggota masyarakat dalam penegakan hukum terjadi baik 
dalam bidang pidana atau publik maupun perdata. Dalam hukum pidana, 
mobilisasi hukum dapat di mulai dari inisiatif polisi maupun anggota 
masyarakat.  
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Negara hanya menyediakan fasilitas bagi tejadinya penegakan hukum, 
sedang selebihnya diserahkan kepada rakyat untuk bertindak (atau tidak 
bertindak) dengan menggunakan fasilitas yang disediakan tersebut . 
Kendatipun tidak ada diskriminasi dalam penggunaan fasilitas yang disediakan 
tersebut, tetapi dalam kenyataan  di lapangan, tidak semua orang berada pada 
posisi yang sama untuk menikmati fasilitas atau hukum tersebut. Kendatipun 
tidak ada diskriminasi dalam penggunaan fasilitas atau hukum tersebut , tetapi 
dalam kenyataan dilapangan, tidak semua orang berada pada posisi yang sama 
untuk menikmati fasilitas yang disediakan oleh hukum. Kekuasaan tersebut 
berupa pengetahuan, status, hubungan-hubungan sosial dan kemampuan 
ekonominya. Dengan kekuasaanya itu mereka itu lebih mampu mengendalikan 
dan memanfaatkan penegakan hukum.           
        
c. Sarana / fasilitas pendukung. 
Pada prinsipnya tujuan efektivitas adalah memperoleh dan 
memanfaatkan sumber daya yang ada dalam usaha organisasi untuk mencapai 
tujuan operasionalnya. Seperti yang dikatakan oleh Ricard M Steers dalam 
bukunya Efektivitas organisasi, sebagai berikut : “Efektivitas dinilai menurut 
ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak 
dicapai. Pemusatan pada perhatian yang layak dicapai dan optimal, 
kelihatannya lebih realitis untuk tujuan evaluasi, dari pada menggunakan 
tujuan akhir atau tujuan yang diinginkan sebagai dasar ukuran (Richard M 
Steers, 1985 : 5 – 7). 
 
Dalam setiap penelitian atas topik yang rumit, ada baiknya kita 
mempunyai kerangka kerja analisis sebagai pedoman untuk memahami 
berbagai aspek topik itu. Kerangka kerja yang dipakai di sini mengedentifikasi 
empat rangkaian variabel yang berhubungan dengan efektivitas :   
1. Ciri Organisasi 
Struktur dan teknologi organisasi dapat mempengaruhi segi-segi tertentu 
dari efektivitas, dengan berbagai cara. Mengenai struktur, ditemukan bahwa 
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meningkatnya spesialisasi, fungsi ukuran organisasi, sentralisasi 
pengambilan keputusan, dan formalisasi.  Walaupun produktivitas dan 
efisiensi sering merupakan hasil dari meningkatnya spesialisasi fungsi, 
ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan, dan formalisasi. 
Walaupun produktivitas dan efisiensi cenderung mempunyai hubungan 
yang berbanding terbalik dengan produktivitas dan effisiensi. Bukti-bukti 
ini menunjukkan bahwa para manajer bertanggungjawab 
mengidentifikasikan dengan jelas sasaran-sasaran pokok mereka dan 
mengenali akibat terhadap sikap dan perilaku individu oleh variasi struktur 
yang ditujukan pada sasaran-sasaran itu. Bila hasil dari kemungkinan 
perubahan struktur bersifat bertentangan (misalnya, bila peningkatan 
sentralisasi berakibat meningkatnya prestasi dan menurunnya kepuasan 
kerja) manajer menghadapi kesulitan menentukan keuntungan perubahan 
tersebut. 
 
Teknologi juga dapat berakibat atas tingkat efektivitas selanjutnya, 
walaupun mungkin tidak langsung. Bukti-bukti menunjukkan bahwa variasi 
teknologi berinteraksi dengan struktur dalam pengaruhnya terhadap 
keberhasilan organisasi. Artinya, efektivitas jelas sangat diperlancar bila 
susunan struktur sumber-daya organisasi (misalnya mekanis versus organis) 
sedemikian rupa,  sehingga paling cocok untuk menangani teknologi yang 
dipakai. Jika hubungan struktur dan tenologi yang dipakai. Jika hubungan 
struktur dan teknologi sudah harmonis – yaitu jika keduannya dapat bekerja 
sama – para pekerja akan sedikit saja menemui masalah dalam usaha 
mencapai tujuan.     
2. Ciri Lingkungan 
Disamping ciri organisasi, lingkungan luar dan dalam juga telah 
dinyatakan berpengaruh atas efektivitas. Keberhasilan hubungan organisasi 
lingkungan tampaknya amat bergantung pada tiga variabel kunci : 
1. Tingkat keterdugaan keadaan lingkungan; 
2. Ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan; 
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3. Tingkat rasionalitas organisasi. 
Ketiga faktor ini mempengaruhi ketepatan tanggapan organisasi terhadap 
perubahan lingkungan . Makin tepat tanggapannya, makin berhasil adaptasi 
yang dilakukan oleh organisasi. Model ini mempunyai implikasi yang jelas 
bagi praktek manajemen, yaitu keharusan monitor perubahan lingkungan 
secara terus-menerus (melalui riset ekonomi dan pasar, nasihat hukum 
kegiatan politik, dan seterusnya) dan menyesuaikan desain, teknologi, 
sasaran, dan perilaku organisasi menanggapi perubahan-perubahan itu. 
Bila lingkungan luar meliputi milieu hukum, ekonomi, dan pasar dimana 
organisasi berusaha mendapatkan sumber-daya dan menditribusukan 
keluarannya lingkungan dalam atau iklim meliputi mileu kebudayaan dan 
sosial yang sangat menentukan perilaku pekerja. 
 
3. Ciri Pekerja 
Faktor pengaruh penting yang ketiga atas efektivitas adalah para pekerja 
itu sendiri. Pada kenyataan, para anggota organisasi mungkin merupakan 
faktor pengaruh yang paling penting atas efektivitas karena perilaku 
merekalah yang dalam jangka panjang aakan memperlancar atau merintangi 
tercapainya tujuan organisasi. Kesadaran akan sifat perbedaan pribadi yang 
terdapat di antara para pekerja sangat penting artinya karena pekerja yang 
berbeda memberikan tanggapan dengan cara yang berbeda pula atas usaha-
usaha manajemen untuk mencapai usaha yang diarahkan ke tujuan. Dengan 
mengetahui perbadaan ini, para manajemen dapat menyesuaikan ancangan 
mereka terhadap pengorganisasian dan kepemimpinan atas pekerja dalam 
pekerjaan, dan dengan demikian meningkatkan kesempatan bekerjasama 
dan memeperbesar dukungan bersama untuk sasaran organisasi. 
Sarana pokok utukmendapatkan dukungan yang diperlukan ini dari 
pekerja adalah mengintegrasikan tujuan pribadi dengan sasaran organisasi, 
adalah logis untuk membuat asumsi bahwa baik keterikatan pada organisasi 
maupun prestasi kerja akan meningkat. Di pihak lain, jika para pegawai 
dihadapkan pada situasi di mana tujuan pribadi mereka bertentanagan 
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dengan sasaran organisasi, usaha pekerja akan diboroskan dengan mudah 
dengan akibat jumlah enerji yang tersedia untuk kegiatan-kegiatan yang 
berhubungan dengan efektivitas berkurang. Jadi, pada hakekatnya kunci 
menuju keberhasilan organisasi adalah diakuinya oleh para manejer 
hubungan tukar-menukar antara organisasi dengan para anggotanya, dimana 
kedua belah pihak saling membantu sebagai imbalan atas pertolongan yang 
diberikan oleh pihak lainnya dalam mengejar sasaran masing-masing. Sifat 
hubungan tukar-menukar ini bergantung pada usaha memahami mengapa 
orang bersedia bekerja dan pada hubungan antara usaha memehami 
mengapa orang bersedia bekerja dan pada hubungan antara usaha kerja 
mereka dengan efektivitas organisasi. 
 
4. Kebijakan dan Praktek Manajemen  
Akhirnya, telah diidentifikasikan beberapa mekanisme khusus alat 
para manajer meningkatkan efektivitas organisasi. Mekanisme ini meliputi 6 
(enam) antara lain :  
1. Penetapan tujuan strategi.  
Jika efektivitas berkepentingan dengan kemampuan manajemen untuk 
mendapatkan dan mengatur sumber-daya bagi pencapaian tujuan 
organisasi, maka pemilihan tujuan-tujuan ini (baik yang operatif maupan 
operasional) menjadi faktor yang kritis. Pengertian penetapan tujuan 
meliputi identifikasi tujuan organisasi yang berlaku umum dan 
penetapan bagaimana berbagai-bagian, kelompok dan individu dapat 
memberikan sumbangannya bagi tujuan-tujuan ini. Bila terdapat 
dukungan bersama untuk tujuan yang ditetapkan ini di antara pekerja, 
kemungkinan dikerahkannya tingakat usaha yang tinggi bagi tujuan ini 
cenderung meningkat. 
2. Pencarian dan pemanfaatan sumber-daya.  
Sehubungan dengan usaha manajemen mencari dan memanfaatkan 
sumber-daya, telah diidentifikasi tiga bidang yang saling behubungan. 
Pertama, adalah keharusan untuk mengintegrasikan dan 
 120 
mengkoordinasikan berbagai subsistem organisasi (yaitu sub-sistem 
produktif, pendukung, pemeliharaan, penyesuaian, dan manajemen) 
sehingga setiap subsistem memiliki sumber-daya yang diperlukan untuk 
melaksanakan tugas utamanya. Lagipula, jika sub-sistem-sub sistem ini 
dikoordinasikan dengan tepat (yaitu berimbang), enerji yang tersedia 
untuk kegiatan-kegiatan yang diarahkan ke tujuan menjadi lebih efisien.   
Bidang perhatian yang kedua berhubungan dengan penetapan, 
pengimplementasian, dan pemeliharaan pedoman-pedoman kebijakan. 
Pedoman kebijakan dapat mendukung efektivitas organisasi dengan 
memastikan bahwa organisasi menarik manfaat dari  keputusan dan 
tindakan tindakan yang lalu dan menekan pemborosan enerji dan/atau 
fungsi ganda dalam beberpa bagian sampai seminimal mungkin. Tetapi 
manfaat pedoman kebijakan  bagi efektivitas diramalkan dengan asumsi 
bahwa pedoman-pedoman ini dianggap adil dan  beritikad baik oleh 
para pekerja “sesuai dengan peraturan” saja, kegunaannya bagi 
efektivitas organisasi jelas sangat berkurang. 
Ketiga, setiap ancangan sistem pada penelaannya organisasi 
mengakui adanya serangkaian umpanbalik dan lingkaran kendali yang 
menjalankan fungsi gyroskopik demi menjamin agar organisasi tetap 
pada targetnya dalam usahanya mencari tujuan. Walaupun sistem 
pengendalian dapat bermacam-macam bentuknya (keuangan, 
fisik/barang, dan manusia). Teknik-teknik seperti akunting sumber daya 
manusia tampaknya menunjukkan potensi untuk lebih lanjut mengakui 
pentingnya arti kemampuan manusia sebagai faktor penentu efektivitas. 
Sejauh mana sistem umpan balik dan pengendalaian berhasil dipakai 
untuk monitor kegiatan-kegiatan yang darahkan ke tujuan, kegunaannya 
bagi para manajer tidak boleh diremehkan. 
3. Lingkungan prestasi.  
Banyak penelitian menunjukkan pentingnya arti variasi dalam 
lingkungan kerja dalam menyokong keberhasilan organisasi. Telah lama 
diakui bahwa bahwa tingkah laku dalam organisasi terutama merupakan 
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fungsi dari interaksi anatar individu dengan lingkungan kerjanya 
(Lewin, 1938). Jadi, manajer wajib merancang lingkungan kerja yang 
memberikan fasilitas yang sejauh mungkin konsisten dengan dengan 
sumber daya yang tersedia. Yang harus diperhatikan oleh manajemen 
dalam bidang ini meliputi perhatian akan : 
1. prosedur pemilihan dan penempatan pekerja; 
2. pendidikan dan pengembangan pekerja; 
3. desain tugas; 
4. penilaian dan pemberian imbalan pada prestasi. 
Jika diterapkan secara bersama-sama dan harmonis, kegiatan-kegiatan 
ini dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi peneingkatan 
kualitas lingkungan kerja, dimana efektivitas organisasi akhirnya 
ditentukan. 
4. Proses komunikasi.  
Adalah jauh lebih mudah mengidentifikasi persoalan dalam 
komunikasi organisasi daripada mencarikan pemecahannya. Misalnya, 
kita mengenali dengan jelas konsekuensi negatif dari penyimpangan, 
pengebirian, keberlebihan, ketidaktepatan waktu, dan tidak sampainya 
komunikasi (Guetzkow, 1965; Hall, 1972). Langkah penting untuk 
meminimalkan masalah-masalah ini meliputi pengakuan bahwa 
komunikasi dalam organisasi menjalani suatu proses evolusi, yang 
membutuhkan waktu berkembang sampai menjadi seperti sekarang ini. 
Misalnya, tidak ada presiden direktur perusaahaan yang akan 
memutuskan mendadak sontak bahwa perusahaannya akan memakai 
sistem komunikasi terbuka, hal ini harus dipelihara dan dikembangkan 
selama berjalannya waktu dengan berbagai strategi dan teknik 
komunikasi yang horisontal, ke atas dan ke bawah. Bila kegiatan 
pengumpulan informasi dan penyebarataan informasi dapat 
ditingkatkan, ketidakpastian dan kecemasan sering dapat dikurangi dan 
mutu keputusan selanjutnya dapat diperbaiki. 
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5. Kepemimpinan dan pengambilan keputusan.  
Bila diketahui bahwa kepemimpinan dan proses pengambilan 
keputusan memegang peranan sentral dalam perilaku organisasi, kita 
wajib memperhatikan beberapa cabang variasi dalam proses-prosesnya 
sepanjang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan organisasi. Tema 
pokok yang muncul dari berbagai telaah mengenai kepemimpinan 
memperhatikan pengaruh pengambilan keputusan yang demokratis atas 
mutu dan penerimaan terhadap keputusan. Dikemukakan bahwa 
tindakan mengajak pekerja melibatkan diri lebih banyak dalam 
pengambilan keputusan yang mempengaruhi pekerjaan mereka 
berfungsi : 
1. menjelaskan harapan organisasi bagi pekerja serta imbalan potensi 
untuk prestasi yang berhasil ; 
2. meningkatkan keikatan psikologis yang dimiliki pekerja untuk 
melaksanakan keputusan karena dalam penetapannya mereka ikut 
mengambil bagian; 
3. meningkatkan akibat pengaruh sosial atas perilaku ( Ebert & 
Mitchell, 1975).  
Tetapi telah di kemukan pula oleh beberapa peneliti bahwa 
partisipasi dalam pengambilan keputusan tidak selalu menguntungkan 
(Vroon & Yetton, 1973). Artinya, Jika para pekerja memiliki informasi 
penting atau jika diterima baiknya keputusan dapat menguntungkan. Di 
pihak lain, jika perlu sekali diambil keputusan kilat mengenai persoalan 
yang hanya sedikit menyingung nasib pekerja, teknik yang demokratis 
dalam kenyataannya tidak berfungsi. 
Ada beberapa cara untuk memperlancar peningkatan kualitas 
efektivitas kepemimpinan. Pertama, dapat diberikan perhatian yang 
lebih besar daripada pemilihan pertama dan penempatan manajer. 
Terlalu sering terjadi bahwa para manajer dipilih berdasarkan senioritas 
atau pristasinya di waktu-waktu sebelumnya. Tetapi dalam banyak kasus 
teryata bahwa hanya ada sedikit sekali hubungan antara faktor-faktor ini 
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dengan kemampuan kepemimpinan. Kedua, bukti-bukti yang ada 
menyarankan bahwa pendidikan manajemen kadang-kadang dapat 
meningkatkan mutu pemimpin, walaupun hasilnya tidak sepenuhnya 
konsisten. Ketiga, sistem imbalan bagi para manajer dapat disusun 
sedemikian rupa sehingga menumbuhkan semangat pemimpin yang 
berorientasi pada tujuan. Keempat, sistem imbalan bagi para bawahan 
dapat dirancang sedemikian sehingga mendorong usaha-usaha diarahkan 
ke tujuan. Artinya, jika tujuan-tujuan pribadi dan organisasi dapat 
diintegrasikan sedemikian rupa sehingga usaha yang ditujukan pada 
tujuan yang satu memperlancar tecapainya tujuan yang lain, prestasi dan 
kepuasan dapat ditingkatkan. Akhirnya, bila dalam kasus-kasus tertentu 
perubahan sikap dan usaha kelihatannya tidak tercapai, mungkin 
perubahan struktur harus diadakan. Misalnya, jika seorang manajer 
mempunyai kemampuan teknis yang tinggi tetapi tidak efektif dalam 
menciptakan iklim kerja yang tepat, mungkin situasi kerjanya harus 
diubah   ( yaitu, “bekerja mengitarinya”) sehingga kegiatan-kegiatan 
teknis yang vital dapat diteruskan tanpa mengorbankan aspek-aspek 
hubungan yang lebih bersifat antar pribadi di lingkungan kerjanya. 
6. Adaptasi dan inovasi organisasi.  
Sepanjang pembahasan kita mengenai sifat efektivitas organisasi, 
selalu di tekankan keharusan bagi para manajer untuk selalu selalu siap 
menyesuaikan organisasi mereka dengan perubahan dalam lingkungan. 
Dalam kenyataannya, adaptasi dan inovasi oleh banyak orang dianggap 
sebagai cap efektivitas itu sendiri (Bennis, 1962, Geogrofoulos & 
Tannenbaum, 1975). Tapi masalahnya bagi para manajer modern bukan 
apakah perubahan itu memang diperlukan tetapi menemukan cara ayang 
terbaik untuk merancang dan mengimplementasikan perubahan-
perubahan itu. Sebagaimana dikemukakan oleh Katz dan Kahn (1966) 
dalam paham mereka mengenai kesamaan hasil akhir, seringkali 
terdapat banyak cara untuk mencapai tujuan yang sama. 
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Banyak sekali ancangan pada implementasi perubahan dalam 
organisasi (Huse, 1975). Kegagalan di antara banyak teknik ini mungkin 
terletak lebih pada ketidak mampuan manajer mendiaknosis masalahnya 
dengan tepat dan berhasil memilih dan mengilplementasikan program 
yang lengkap untuk menyelesaikan persoalannya, maka adaptasi dengan 
lingkungan yang tidak pasti, dapat ditingkatkan. Tapi keberhasilan ini 
bergantung pada kualitas manajernya dan kesediaan serta 
keterbukaannya untuk meneliti setiap aspek persoalan yang timbul, dan 
tidak menguntungkan diri pada pendapat yang belum dibuktikan 
kebenarannya, prarasa/firasat, dan seterusnya. Jadi, mutu tanggapan 
kelihatannya sama pentingnya dengan kecepatan tanggapan itu.     
Berdasarkan penelitian kita atas sifat efektivitas dalam organisasi, 
dapat ditarik kesimpulan umum yang mempunyai konsekuensi yang 
penting bagi praktek manajemen. Pertama, pengertiaan efektivitas 
sebaiknya dipandang sebagai proses yang bersinambung dan bukan 
sebagai keadaan akhir. Menggerakkan, mengarahkan, dan 
mempertahankan usaha pekerja yang berarahkan tujuan merupakan 
tugas yang tidak pernah selesai bagi kebanyakan manajer. Dengan terus 
berubahnya komposisi tujuan yang dikejar oleh banyak organisasi, para 
manajer mempunyai tanggung jawab yang kontinu untuk membina 
ulang struktur sumber daya yang tersedia, mengubah teknologi, 
modifikasi iklim, mengembangkan pekerja, dan seterusnya, dalam usaha 
memanfaatkan bakat-bakat yang tersedia semaksimal mungkin demi 
mencapai tujuan itu. jadi manajer muncul sebagai pilar utama efektivitas 
organisasi melalui tindakan-tindakan dan tingkahlakunya. 
Kedua, dalam analisis kita, kita terus menerus kembali pada peranan 
utama dari ketergantungan dalam setiap diskusi mengenai efektivitas. 
Artinya para manajer wajib mengenali keunikan organisasi itu sendiri  
tujuan, struktur, teknologi, orang-orang, lingkungannya, dan seterusnya 
dan menanggapinya dengan cara yang cocok dengan keunikan itu. 
Kesimpulan yang demikian memperingatkan agar kiat hendaknya 
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jangan berusaha menetapkan ”peraturan” atau prinsip-prinsip” mencapai 
keberhasilan. Dengan beraneka-ragamnya organisasi dalam masyarakat 
modern kita sekarang ini, peraturan semacam ini terbatas sekali nilainya. 
Sebaliknya organisasi bertanggung jawab mendidik para anggotanya 
sehingga mereka dapat mengenali sifat situasi tertentu dan 
menanggapinya dengan cara yang tepat. Dengan tindakan ini, enerji 
yang terboroskan dapat ditekan sampai minimum, dan kemungkinan 
pemanfaatan yang effisien atas sumber daya organisasi untuk tujuan jadi 
meningkat. Bila manajer mengakui keharusan untuk memberikan 
perhatian yang terus menerus pada kegiatan-kegiatan yang diarahkan ke 
tujuan dan keunikan dari kesempatan, tujuan, dan masalah organisasi 
mereka sendiri, kemungkinan untuk mencapai tingkat operasasi yang 
efektif akan lebih mudah diwujudkan. Bila para manajer  tidak berhasil 
mengali keharusan dan kesempatan demikian, konsep efektivitas 
organisasi akan tetap merupakan pengertian yang abstrak yang 
merupakan pokok pembahasan di ruang kuliah dan buku-buku bacaan 
saja (Richard M. Steerss  1985 : 209-216). 
 
Berdasarkan teori efektivitas organisasi Richard M. Steers di atas 
Kantor Pertanahan Kota Surakarta telah melaksanakan SPOPP sesuai dengan 
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2005 dan 
Intruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 
tahun 1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat 
di Bidang Pertanahan. Kemudian dilihat dari Ciri Organisasi,  Ciri 
Lingkungan, Ciri Pekerja, Kebijakan dan Praktek Manajemen. 
 
Dilihat dari Ciri Organisasinya Kantor Pertanahan Kota Surakarta 
mempunyai 1 (satu) komponen eslon II, 6 (enam komponen) eselon IV dan 14 
(empat belas) eselon V  dalam menjalankan organisasinya dari segi 
kedisiplinan kerja diatur dengan sistem absensi komputerais dengan 
mengunakan web cam sehingga kedatangan dan pulanganya karyawan 
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terekam dalam data base setiap harinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 
fungsinya untuk memaksimalkan efektivitas organisasi, produktivitas 
organisasi dan efisiensi kerja.  
 
Kegiatan pelayanan di bidang pertanahan meliputi 3 (tiga) jenis 
pelayanan : 
1. Loket Pelayanan Pertanahan meliputi: 
a. Loket I   :  Infomasi 
b. Loket II  :  Penerimaan Berkas Permohonan 
c. Loket III :  Pembayaran Biaya Permohonan 
d. Loket IV :  Pengambilan Produk 
2. Prosedur Permohonan meliputi : 
a. Mohon informasi dan pengecekan sertipikat hak atas tanah pada loket I 
b. Pelayanan Formulir 
c. Mengisi formulir permohonan/pendaftaran 
d. Berkas permohonan yang memenuhi persyaratan diserahkan ke lokt II 
e. Pembayaran biaya pendafataran kepada petugas loke III 
f. Pengambilan produk sertipikat pada loket IV 
3. Jenis Kegiatan Pelayanan Pertanhan 
a. Pengukuran dan Pemetaan 
b. Permohanan Hak 
c. Pandaftaran Tanah Untuk Pertama kali 
d. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah 
e. Informasi Pertanahan 
 
Dalam mendukung pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 1 tahun 2005 Kantor Pertanahan Kota Surakarta  berdasarkan 
teori efektivitas organisasi dari Richard M. Steers mempunyai ciri pekerja 
yang sangat unik, karyawan yang jumlahnya sangat terbatas dan tidak mudah 
menerima inovasi baru sehingga sulit untuk menerima perubahan, dari pola 
lama yang manual menjadi komputerisasi tentunya tidak lepas dari pendekatan 
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top manager yang selalu memberi wawasan dan solusi untuk mewujudkan 
tujuannya.  
 
Pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan Top Donw dan Bottom 
Up, dari atas ke kebawah selalu mendukung kegiatan yang positif ke atas 
minta dukungan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Jenis pedekatan 
yang dilakukan mendukung adanya kegiatan olah raga, latihan band, 
menyiapakan sarana dan prasarana baik itu yang sifatnya untuk kepentingan 
kantor maupun untuk keperluan dari pelaksana itu sendiri. 
 
Ada dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, 
yaitu pertama sebagai sarana kontrol sosial  dan kedua sebagai sarana untuk 
melakukan ”social engineering”. Sebagai sarana kontrol sosial maka hukum 
bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola 
tingkah laku yang telah diterima olehnya. Didalam perananannya yang 
demikian ini hukum hanya mempertahankan saja apa yang telah menjadi 
sesuatu yang tetap dan diterima di dalam masyarakat atau hukum sebagai 
penjaga status quo. Tetapi di luar itu hukum masih dapat menjalankan 
fungsinya yang lain , yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-
perubahan di dalam masyarakat.  
 
Perundangan-undangan dapat dilihat sebagai suatu aktivitas yang 
bersifat formal juridis. Dalam pandangan ini maka ia dilihat sebagai sesuatu 
aktivitas untuk merumuskan secara tertib, menurut prosedur yang telah 
ditentukan, apa yang menjadi kehendak masyarakat. Dengan demikian maka 
ukuran-ukuran yang dipakai untuk menilai pekerjaan lembaga perundang-
undangan ini adalah bersifat normatip, yaitu apakah ia bersesuaian dengan 
norma-norma hukum yang mengatur tentang peranan dan kegiatannya. Tetapi 
ia dapat pula didekati dari sudut sosiologi, yang terutama melihat kedudukan 
dan peranan yang diberikan oleh masyarakat kepada lembaga tersebut. dengan 
demikian, maka akan diamati hubungan timbal balik antara lembaga dan 
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aktivitas perundang-undangan dengan masyarakat dimana ia berada. (Satjipto 
Rahardjo 1980 ; 117 ).                 
    
Sarana yang dilakukan menyiapkan pelatihan komputer, dari pelaksana 
diikutkan kursus dasar komputer (microsoft word, microsoft excel dan auto 
cad), kemudian baru menyiapkan sofware yang akan digunakan untuk 
mendukung program aplikasi komputer untuk tektual maupun grafikal. 
Sofware yang digunakan untuk aplikasi pelayanan pendaftran tanah tekstual 
di buat oleh litbang Kantor Pertanahan Karanganyar yang dinamakan LOLA 
(Land Office Local Appplication) (Perdananto Aribowo 2007) 
 
Program ini dibuat dengan sofware foxbase profesional. Applikasi untuk 
kegiatan pengukuran kadasteral menggunakan program P5T (Program 
Applikasi Penghitungan dan Penggambaran untuk Pengukuran dan Pemetaan 
Pendaftaran Tanah, dibuat dan dikembangkan oleh PT. Auto Survey Bandung 
berdasarkan hasil survay dan wawancara dari pejabat yang bersangkutan. 
 
Dukungan yang diperlukan untuk mewujudkan pelaksanaan SPOPP agar 
dapat mencapai tujuannya yang diharapkan dalam keputusan ini tentunya tidak 
lepas dari kebijakan dan praktek manajemen. Kebijakan yang diambil adalah 
melasanakan SPOPP dengan Program Applikasi LOLA dan P5T, para manajer 
mengidentifikasikan beberapa mekanisme khusus untuk meningkatkan 
efektivitas organisasi. Mekanisme ini meliputi 6 (enam) antara lain :    
 
1. Penetapan tujuan strategi. 
Keadaan yang diinginkan Kantor Pertanahan Kota Surakarta adalah :  
a. meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan, mewujudkan tertib 
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta 
mengembangkan sistem informasi pertanahan ( (simtanas).  
b. semua peta sudah di transformasikan ke TM3 dan dalam bentuk digital. 
c. data base spasial tersusun dan dapat menginformasikan bidang demi 
bidang. 
d. data spasial tersebut connect dengan data tekstual. 
e. sharing antar seksi.  
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f. dapat menginformasikan data pertanahan secara terpadu (fisik 
kadaster). 
g. koneksi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi 
Jawa Tengah dan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
melalui internet dengan web sitenya  Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia. 
 
2. Pencarian dan pemanfaatan sumber-daya. 
Kurangnya sumber daya manusia berdedikasi tinggi yang dapat mengelola 
(maintennance) perangkat keras dan lunak. Ini yang menjadi faktor - faktor 
yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Keputusan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2005 tentang Standar Prosedur 
Operasional Pelayanan Pertanahan (SPOPP) disamping sarana dan 
prasarana juga opini publik yang menuntut pelayanan pertanahan dapat 
lebih efektif sehingga lebih mendekatkan Kanntor Pertanahan Kota 
Surakarta dengan Publik.  
 
3. Lingkungan prestasi 
Yang harus diperhatikan oleh manajemen dalam bidang ini meliputi 
perhatian akan : 
a. prosedur pemilihan dan penempatan pekerja; 
b. pendidikan dan pengembangan pekerja; 
c. desain tugas; 
d. penilaian dan pemberian imbalan pada prestasi. 
Jika diterapkan secara bersama-sama dan harmonis, kegiatan-kegiatan ini 
dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi peneingkatan kualitas 
lingkungan kerja, dimana efektivitas organisasi akhirnya ditentukan. 
 
4. Proses komunikasi. 
Ini sangat diperlukan sekali oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta demi 
kelancaran proses pekerjaan yang dilaksanakan misalnya evaluasi 
pekerjaan dari pelaksana, monitoring perjalanan berkas yang berkaitan 
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dengan waktu penyelesaian yang sesuai dengan SPOPP sehingga miss 
antara atasan dengan bawahan sangat tipis sekali dan keterlambatan dapat 
teratasi. 
  
5. Kepemimpinan dan pengambilan keputusan 
Seorang pemimpin selalu menjelaskan harapan organisasi bagi pekerja 
serta imbalan potensi untuk prestasi yang berhasil, meningkatkan keikatan 
psikologis yang dimiliki pekerja untuk melaksanakan keputusan karena 
dalam penetapannya mereka ikut mengambil bagian, meningkatkan akibat 
pengaruh sosial atas perilaku ( Ebert & Mitchell, 1975). Seperti dikutip 
dari harian Jawa Pos (Kamis 17 Juli 2008) : 
“Tumpukan keluhan masyarakat terhadap pelayanan sertipikat tanah di 
Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) membuat lembaga tersebut 
bebenah. Kini BPN mengeluarkan regulasi yang mengatur standar waktu 
pelayanan pertanahan. Aturan ini sekaligus menjadi acuan mengukur 
kinerja kantor BPN di daerah dalam merampungkan sertipikasi tanah. 
Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala BPN No. 6/2008 
tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi 
Perngaturan dan Pelayanan Pertanahan untuk Jenis Pelayanan 
Pertanahan Tertentu”.  
 
Berdasarkan pernyataan di atas Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta 
segera mengambil sikap apa yang menjadi keputusan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mendukung apa yang 
menjadi harapan dari organisasi ini sehingga masyarakat tak perlu 
mengeluarkan ratusan ribu rupiah. Mereka juga tak perlu harus bolak-balik 
ke Kantor Pertanahan sekedar mengecek perkembangan sertipikat yang 
diurusnya. Aturan ini menggariskan waktu dan biaya.  
Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta tentunya tidak dapat berjalan 
sendiri tanpa dukungan dari pelaksana dan selalu memberi dorongan baik 
secara psikologis maupun moril untuk mencapai percepatan pelayanan 
pertanahan di bidang pertanahan.             
 
6. Adaptasi dan inovasi organisasi. 
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Peraturan sudah ditetapkan dan sudah diteken bahkan sudah dipublisasikan 
baik melalui media cetak, elektonik sehingga masyarakat seluruh 
Indonesia sudah mengetahuinya, maka adaptasi pelaksanaannya segera 
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan 
Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan untuk 
Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu. Sarana yang dapat menunjang 
tentunya harus diikuti pula dengan inovasi, teknologi yang lebih maju dan 
segera menyesuaikan program data base yang telah dibangun oleh Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia, adalah pembangunan Komputer 
Kantor Pertanahan (KKP) dan bagi yang belum menyesuaikan atau yang 
membangun aplikasi sendiri segera menyesuaikan (migrasi) ke program 
Komputer Kantor Pertanahan. Munculnya Peraturan ini dilatar belakangi 
terpuruknya citra BPN di mata publik. Beberapa waktu lalu Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan laporan 30 lembaga yang 
melakukan pelayanan masyarakat. Dalam laporan itu BPN menempati 
peringakat ke-29. Tahun ini BPN menargetkan bisa masuk lima besar.     
 
d. Masyarakat 
Dalam konsep hukum yang normatif, yaitu yang membebani hukum 
dengan tugas-tugas untuk mewujudkan nilai-nilai, maka kehadiran hukum di 
dalam masyarakat itu tidak hanya sekedar didorong oleh karena keharusan 
sosial, melainkan karena ada tugas-tugas yang harus dijalankannya itu. . 
Konsep ini selanjutnya menerima adanya nilai-nilai latent yang terdapat dalam 
hukum. 
Oleh Friedman kultur hukum itu dirumuskan sebagai berikut :    
“ Sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum, bersama-sama 
dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan 
lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif “   
 
Friedmen memperkenalkan konsepsi kultur hukum sebagai-bagian dari sistem 
hukum ini pada waktu ia harus memberi jawaban terhadap pertanyaan, 
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mengapa terdapat perbedaan dalam jalanya kehidupan hukum di antara negara 
yang satu dengan yang lain . Suatu pendapat mencoba menjelaskan perbedaan 
ini dengan menyususn suatu teori tentang hukum dan masyarakat yang 
mengatakan , bahwa perbedaan di antara dua sistem hukum itu tidak lain 
merupakan pencerminan dari perbedaan di antara ciri-ciri kehidupan yang 
menonjol keduannya.  
 
Masalah pertanahan merupakan masalah yang sangat mendasar dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Kajian di bidang pertanahan yang 
berhubungan dengan manusia bersifat abadi. Seperti yang di amanatkan dalam 
pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang tujuan utamanya adalah sebesar-besar 
kemakmuran rakyat dan tanah merupakan perekat negara kesatuan Republik 
Indonesia. Kajian fisolopis dan empiriknya merupakan sumber ekonomi bagi 
siapapun yang menguasainya. 
Ada empat prinsip yang harus dipegang dalam masalah pertanahan ini : 
1. Tanah harus sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan rakyat 
2. Penataan Pertanahan harus berkontribusi untuk menciptakan tatanan 
kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara secara lebih 
berkeadilan, karena konsentrasi aset dalam bentuk tanah menjadi 
kontribusi keadilan 
3. Penataan politik pertanahan, kebijaksanaan pertanahan, program 
pertanahan harus bisa berkontribusi  untuk mewujudkan kehidupan 
kebangsaan yang berkelanjutan yang disebut Systemebel Indonesian 
Sosiality; 
4. Penataan pertanahan harus berkonstribusi menciptakan harmoni, 
kerukunan, kenyamanan sehingga konflik sengketa pertanhan harus 
dikurangi. 
 
e. Budaya hukum (legal cultur) 
Pada tahun 60-an mulai banyak muncul pembicaraan tentang budaya 
hukum. Sejak itu, sistem hukum diperkaya dengan satu komponen yang tdak 
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berupa peraturan formal maupun institusi-institusi, melainkan sesuatu yang 
lebih bersifat spiritual. Inilah yang disebut sebagai budaya hukum. Oleh 
karana itu, upaya memahami hukum suatu bangsa secara lengkap tidak hanya 
dilakukan melalui pengamatan terhadap sistem formalnya, melainkan sampai 
kepada budaya hukumnya. Budaya hukum merupakan semacam kekuatan 
yang menggerakkan bekerjannya hukum. Kendati bangsa-bangsa 
menggunakan hukum yang sama, tetapi perbedaan budaya hukum dari bangsa-
bangsa-bangsa itu akan menentukan bagaimana dalam kenyataannya hukum 
itu bekerja. 
Budaya hukum itu berupa nilai-nilai, tradisi dan lain-lain kekuatan 
spiritual yang menentukan bagaimana hukum itu dan dijalankan dalam 
masyarakat. Suatu bangsa bisa menggunakan suatu sistem hukum tertentu, 
tetapi apakah dalam dalam kenyataan ia akan digunakan atau tidak digunakan 
adalah soal yang lain dan hal itu berkaitan dengan budaya hukumnya.  
(Satjipto Rahardjo 2004 : 76-77). 
 
Selama ini warga selalu anti pati berhubungan dengan BPN (Kantor 
Pertanahan karena identik dengan lembaga yang berlama-lama memberikan 
pelayanan. Bukan hanya itu. Standar biaya yang dikeluarkan juga kerap tak 
jelas. Sejak diteken Jumat 11-07-2008 pekan lalu, aturan itu otomatis berlaku 
di semua kantor BPN.  
 
Agar bisa dilaksanakan, masyarakat harus jeli mencocokan biaya 
pengurusan yang dikeluarkan dengan standar waktu yang digariskan. Joyo 
mengungkapkan, aturan baru itu memang bertujuan mendekatkan BPN dengan 
publik. ” Sejak ada aturan ini, silakan masyarakat mengurus sertipikat sendiri,” 
ungkapnya (Harian Jawa Pos 17 Juli 2008).                
 
2. Hambatan-hambatan yang muncul pelaksanaan (SPOPP) Kantor 
Pertanahan Kota Surakarta.  
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Penyusunan Hukum / Undang-Undang dan Peraturan perlu di kaji 
ulang sehingga dalam pelaksanaanya sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku 
dan perlu mengacu terori hukum dari pakar hukum Indonesia. Seperti yang 
dikemukan Paul dan Dias dalam ( Esmi Warassih, 2005:105-106) mengajukan 
5 (lima) syarat yang harus dipenuhi untuk mengefektifkan sistem hukum, yaitu : 
e. Mudah tidaknya makna aturan-aturan hukum itu untuk ditangkap dan 
dipahami. 
f. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-
aturan hukum yang bersangkutan. 
g. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum 
h. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah 
dijangkau dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat bahwa aturan-aturan 
dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya 
kemampuan yang efektif. 
Sistem hukum tidak lain merupakan cerminan dari nilai-nilai dan 
standar elit masyarakat, yang masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-
sendiri sesuai dengan kepentingan kelompok mereka. 
Berbicara masalah hukum, pada dasarnya adalah membicarakan 
masalah fungsi hukum di dalam masyarakat. Kebijakan dalam bidang hukum 
akan berimplikasi ke masalah politik yang sarat dengan diskriminasi misalnya 
terhadap perempuan. Untuk memahami bagaimana fungsi hukum itu, ada 
baiknya dipahami terlebih dulu bidang pekerjaan hukum. Sedikitnya ada 4 
(empat) bidang pekerjaan yang dilakukan oleh hukum, yaitu : 
e. Merumuskan hubungan-hubungan diantara anggota masyarakat dengan 
menunjukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan yang boleh 
dilakukan. 
f. Mengalokasikan dengan menegaskan siapa saja yang boleh melakukan 
kekuasaan atau siapa berikut prosedurnya. 
g. Menyelesaikan sengketa yang timbul di dalam masyarakat. 
h. Mempertahankan kemampuan adaptasi masyarakat dengan cara mengatur 
kembali hubungan-hubungan dalam masyarakat manakala ada. 
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Merumuskan hubungan-hubungan diantara anggota masyarakat dengan 
menunjukkan perbutan-perbuatan apa saja yang dilarang dan yang boleh 
dilakukan. 
Dari empat pekerjaan hukum tersebut di atas, menurut Satjipto Rahardjo 
secara sosiologis dapat dilihat dari adanya 2 (dua) fungsi utama hukum, yaitu  
a). Social Control (kontrol sosial) 
Social Control merupakan fungsi hukum yang mempengaruhi warga 
masyarakat agar bertingkah laku sejalan dengan apa yang telah digariskan 
sebagai aturan hukum, termasuk nilai-nilai yang di dalam masyarakat. 
Termasuk dalam lingkup kontrol sosial ini adalah : 
(d)  Perbuatan norma-norma hukum, baik yang memberikan peruntukan    
  maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang. 
(e)  Penyelesaian sengketa didalam masyarakat. 
(f)  Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal   
     terjadi perubahan-perubahan sosial. 
 
b). Sosial Enginerring (rekayasa sosial) 
Penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau 
keadaan masyarakat sebagaimana diinginkan oleh pembuat hukum. 
Berbeda dengan fungsi kontrol sosial yang lebih praktis, yaitu untuk 
kepentingan waktu sekarang, maka fungsi rekayasa sosial dari hukum 
lebih mengarah pada pembahasan sikap dan perilaku masyarakat dimasa 
mendatang sesuai dengan keinginan pembuat Undang-Undang. Perubahan-
perubahan yang dikehendaki itu apabila berhasil pada akhirnya akan 
melembaga sebagai pola-pola tingkah laku yang baru di masyarakat 
(Satjipto Rahardjo, 1984:119-120). 
 
Dapat dilihat dari matrik kombinasi prosedur dalam matrik 
kombinasi prosedur telah dijelaskan prosedur pelayanan mana yang tidak 
boleh, mana yang diperbolehkan dan waktu yang diperlukan, tetapi dalam 
pelaksanaan (SPOPP) di Kantor Pertanahan Kota Surakarta ada prosedur 
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pelayanan yang seharusnya tidak diperbolehkan menjadi boleh tentunya 
dengan pertimbangan-pertimbangan yang masuk akal dan kepentingan dari 
warga masyarakat (opini publik) yang menuntut demikian. Contoh 
prosedur pelayanan yang dilanggar dari matrik kombinasi permohonan  
Roya + Jual beli, Roya + Hak Tanggungan,  Peraliahan Hak + Peralihan 
Hak + Ganti Blangko, Peralihan Hak + Pemecahan + Peralihan Hak dan 
Prosedur Alternatif   dalam matrik kombinasi prosedur (lampiran I), dasar 
hukum, persyaratan, waktu dan kesadaran sumber daya manusia 
(pelaksana) masih perlu penyesuaian dengan keadaan Kantor Pertanahan 
setempat dan permasalahan yang dihadapi.  
 
Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  
24 tahun 1997 pendaftran tanah tanah dilaksanakan berdasarkan asas 
sederhana, aman, terjangkau, muntakir dan terbuka. Pengertian asas-asas 
tersebut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2.  
Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuam-
ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami 
oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas 
tanah. Sedangkan asas aman dimaksudkan untuk menujukkan, bahwa 
pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga 
hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan 
pendaftaran tanah itu sendiri. 
 
Asas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang 
memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan 
kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan  yang diberikan dalam 
rangka peyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para 
pihak yang memerlukan.  
 
Asas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam 
pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data 
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yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang muntakhir. Untuk itu perlu 
diikuti kewajiban mendataftar dan pencatatatan perubahan-perubahan yang 
terjadi di kemudian hari. 
 
Asas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara 
terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di 
Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, dan 
masyrakat deapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar 
setiap saat. Untuk itulah diberlakukan pula asas terbuka.   
 
Penyelengara Pendafataran Tanah sesuai ketentuan Pasal 19 
UUPA pendaftaran tanah diselenggarakan oleh pemerintah, dalan hal ini 
Badan Pertanahan Nasional. (Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor  24 tahun 1997). 
 
Pendafaratan tanah adalah suatu rangkaian kegiatan, yang 
dilakukan oleh Negara/Pemerintah secara terus-menerus dan teratur, 
berupa pengumpulan keterangan atau dat tertentu mengenai tanah-tanah 
tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan 
dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan 
jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan 
tanda buktinya dan pemeliharaannya. 
 
Penyelengaraan pendafataran tanah dalam masyarakat modern 
merupakan tugas Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah bagi 
kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum 
di bidang pertanahan. Sebagian kegiatannya yang berupa pengumpulan 
data fisik tanah yang haknya didaftar, dapat ditugaskan kepada swasta. 
Tetapi untuk memperoleh kekuatan hukum, hasilnya memerlukan 
pengesahan Pejabat Pendaftaran yang berwenang,karena akan digunakan 
sebagai data bukti. 
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Kata-kata “suatu rangkaian kegiatan” menunjukkan kepada adanya 
berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang 
berkaitan satu dengan yang lain, berurutan menjadi satu kesatuan 
rangkaian yang bermuara pada tersedianya data yang diperlukan dalam 
rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan bagi 
rakyat.  
 
Kata-kata “terus-menerus” menunjukkan kepada pelaksanaan 
kegiatan, yang sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Data yang sudah 
terkumpul dan tersedia harus selalu dipelihara, dalam arti disesuaikan 
dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian, hingga tetap sesuai 
dengan keadaan yang terakhir. 
 
Kata “teratur” menujukkan bahwa semua kegiatan harus 
berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sesuai, karena hasilnya 
akan merupakan data bukti menurut hukum, biarpun daya kekuatan 
pembuktiannya tidak selalu sama dalam hukum negara-negara  yang 
menyelenggarakan tanah. 
 
Data yang dihimpun pada dasarnya meliputi 2 bidang, yaitu : 
1. data fisisk mengenai tanahnya : lokasinya, batas-batasnya, luasnya 
bangunan dan tanaman yang ada di atasnya; 
2. data yuridis mengenai haknya; haknya apa, siapa pemegang haknya, 
ada atau tidak adanya pihak lain (Boedi Harsono, 2005 ; 73-74).     
 
Pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor 
Pertanahan, kecuali mengenai kegiatan-kegiatan tertentu yang ditugaskan 
kapada Pejabat lain. Yaitu kegiatan-kegiatan yang pemanfaatanya bersifat 
nasional atau melebihi wilayah kerja Kepala Kantor Pertanahan, misalnya 
pengukuran titik dasar teknik dan pemetaan fotogrametri. 
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Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Kantor Pertanahan 
dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat lain 
yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut 
PP 24/1997  ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. 
Misalnya pembuatan akta PPAT Sementara, pembuatan akta ikrar wakaf 
oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, pembuatan Surat Kuasa 
Membebankan tanah secara sistematik oleh Panitia Ajudikasi. Berdasarkan 
keterangan diatas maka Kepala Kantor Pertanahan sebagai pelaksana 
pendafataran tanah mengambil suatu kebijakan Publik berdasarkan yang 
berlandaskan peraturan perundang-undangan yang ada dalam pelaksanaan 
SPOPP di Kantor Pertanahan Kota Surakarta.  
 
Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, 
maka birokrasi juga telah memanfaatkan teknologi informasi dalam 
program pelayanannya kepada masyarakat. Kecanggihan teknologi 
informasi dan komunikasi dimanfaatkan sebagai sarana penunjang dalam 
mempercepat pemberian pelayanan publik,   hanya pemahaman aplikasi 
yang di gunakan di Kantor Pertanahan Kota Surakarta belum sepenuhnya 
dilaksanakan oleh pelaksana dan pejabat yang berhubungan langsung 
dengan Komputer jadi masih menggunakan bantuan orang lain baik itu 
tenaga pelaksana maupun tenaga yang langsung berhubungan dengan 
komputer (admin) sehingga monitoring belum dapat berjalan dan 
mengakibatkan kelambatan proses yang merugikan masyarakat karena 
olah oknum yang tidak bertanggung jawab.       
“Sesuai dengan harapan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta 
dalam rapat koordinasi staf mengharapkan monitoring pekerjaan dan 
perjalanan berkas sehingga penyelesaian dapat tepat waktu sesuai dengan 
jangka waktu yang ditentukan dalam SPOPP” (Suyono,2008).  
 
Menguatnya kontrol publik terhadap birokrasi pada reformasi 
dirasakan oleh hampir semua aparat birokrasi dari berbagai tingkatan 
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pelayanan, terutama aparat birokrasi yang secara langsung berhadapan 
dengan masyarakat pengguna jasa. Respon warga masyarakat terhadap 
aparat birokrasi seringkali membuat aparat birokrasi menjadi serba salah 
dalam bertindak. Bahkan tidak sedikit aparat birokrasi merasa ketakutan 
dengan perlakuan warga masyarakat yang dianggap terlalu berlebihan. 
Seorang aparat dari kantor Pertanahan merasakan bahwa protes yang 
dilakukan masyarakat seringkali meyakitkan hati, seperti yang 
dituturkannya berikut ini. 
“Sebenarnya aparat itu telah berniat baik dalam memberikan pelayanan, 
tetapi masyarakat salah menerimanya dan menganggap bahwa aparat 
akan menyakiti mereka. Sebaliknya, sebenarnya aparatlah yang menjadi 
persakitan dan tempat menampung keluhan masyarakat. Yang menjadi 
masalah adalah tidak adanya titik temu antara kami aparat ini dengan 
masyarakat dalam menyikapi reformasi pelayanan” (FOKP. 2008) 
 
Berdasarkan pembahasan di atas hambatan-hambatan yang paling 
utama adalah : 
1. Undang-Undang dan Peraturannya 
2. Sumber Daya Manusia  
3. Sarana dan Prasarana 
4. Opini Publik (Masyarakat). 
5. Budaya Hukum 
 
3. S o l u s i 
Tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan 
pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan 
lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan, siapa pelakunya); 
penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan, darimana 
sumbernya, bagaimana  dan mempertanggungjawabkan); penetapan prasarana 
dan sarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata 
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kerja   (juklak dan juknis); dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan 
termasuk penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksana kebijakan. 
a. Pelaksana Kebijakan (Policy Implementor) 
b. Standar Prosedur Operasi (Standar Operating Procedure) 
c. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan  
d. Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan 
e. Penetapan Jadwal Kegiatan 
f. Tahap Aplikasi (Applicatioan) seperti telah dijelaskan dalam bab II angka 4  
 
Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah perlunya 
suatu kebijaksanaan yang menghasilkan kebijakan publik, sumber daya 
(resources) manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi 
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan . Ewar III (1980, 53) 
menegaskan bahwa “Probably the most essential resources in implementing 
policy is staff’. Sumber daya manusia (staff), harus cukup (jumlah) dan cakap 
(keahlian). Edward III (1980, 10-11) pada bagian sebelumnya menegaskan 
bahwa ”No matter how clear and consistent implementation orders are and no 
matter how clear and consistent implementation order are and no matter 
accurately they are transmitted, if the personal responsible for carrying out 
policies lac the resources to do an effective’ Jika demikian, efektivitas 
pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia 
(aparatur) yang bertanggungjawab melaksanakan kebijakan.  
 
Kebijaksanaan (policy) tidak ada pendapat yang tunggal, tetapi menurut 
konsep demokrasi modern kebijaksanaan negara tidaklah hanya berisi cetusan 
pemikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik 
juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan dalam kebijaksanaan-
kebijaksanaan negara. Seperti kebijaksanaan negara harus selalu berorientasi 
pada kepentingan publik. Kebanyakan warga negara menaruh harapan banyak 
agar mereka selalu memberikan pelayanan sebaik-baiknya, sebagai abdi 
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masyarakat yang selalu memperhatikan kepentingan publik dengan semangat 
“kepublikan”     (the spirit of publicnes). 
 
Solusi yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dari 
pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 
2005 tentang Standar Prosedur Operasional Pelayanan Pertanahan (SPOPP) 
adalah : 
a. Mewujudkan Good Governance 
b. Memenuhi azas pemenuhan hak-hak sipil 
c. Mengurangi keluhan dan pengaduan masyarakat 
d. Penerapan fungsi kontrol terhadap kinerja kantor 





























BAB  V 
P E N U T U P 
 
 
1.  Kesimpulan  
Berdasarkan hasil-hasil pembahasan, maka kesimpulan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak efektif efektif pelaksanaan standar 
prosedur operasi pengaturan dan  pelayanan    (SPOPP) menurut Keputusan 
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2005 : 
a. Hukum/Undang-undang dan Peraturannya dalam hal ini Keputusan Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2005 belum dilaksanakan 
secara efektif, belum muncul adanya sanksi dan belum mengandung 
larangan yang berkesusaian dengan moral. 
b. Penegak Hukum (pembentuk hukum maupun penataan hukum) belum 
berjalan sesuai dengan relnya ini dapat dilihat dari sengketa dan konflik 
pertanahan, masih banyak yang belum dapat diselesaikan antara lain 
penyerobatan kepemilikan tanah baik antara pemilik tanah dengan 
masyarakat, instansi pemerintah dengan masyarakat dan Hak okupusan 
antara pemilik dengan masyarakat yang menguasai. 
c. Sarana/fasilitas pendukung terbatasnya pengadaan komputer yang awalnya 
sangat sedikit karena perkembangan teknologi sehingga dituntut 
keberadaan komputer dituntut lebih banyak, disamping data base yang 
tersimpan didalam Server semakin meningkat dan  tuntutan pelayananan 
dari masyarakat semakin bertambah volumenya sehingga perlu didukung   
sarana maupun fasilitas hanya terbatasnya sumber daya manusia baik dari 
jumlah maupun kualitas (keahlian) , sekalipun aturan main pelaksanaan 
kebijakan jelas dan kebijakan telah ditransformasikan dengan tepat 
pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan efektif, sehingga harus memiliki 
ketrampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang 
menjadi tangungjawabnya. 
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d. Masyarakat, kepentingan dari warga masyarakat (opini publik) yang 
menuntut percepatan pelayanan  sehingga perlu perlu membangun 
kepercayaan kepada masyarakat (trust buinding).  
e. Budaya hukum, Kantor Pertanahan Kota Surakarta untuk merubah pola 
kerja dari sistem manual menjadi digital tentunya juga mengalami 
hambatan dan diperlukan fasiltas yang mendukung. Kendala yang pertama 
dirasakan, yaitu terletak pada sumberdaya manusia dari pegawai yang ada 
dikantornya,   dan merubah pola-pola lama yang feodal menjadi pola baru 
sebagai pelayan pada masyarakat tentunya merubah penilaian masyarakat 
yang kurang baik, terlebih dahulu kita harus merubah diri kita sendiri, 
yaitu dengan meningkatkan profesionalisme dalam bekerja. 
2. Hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan standar prosedur operasi 
pengaturan dan  pelayanan (SPOPP) : 
a. Kurangnya pemahaman dalam penyusunan hukum/undang-undang dan 
peraturannya. 
b. Penegak hukum (pembentuk hukum maupun penataan hukum) dalam 
pelaksanaannya pemahaman aplikasi yang dipakai sangat minim sekali, 
sehingga monitoringnya kurang berjalan dengan baik. 
c. Sarana/fasilitas pendukung belum terpenuhi secara keseluruhan masih ada 
yang belum memanfaatkan aplikasi yang digunakan dalam mendukung 
pelaksanaan SPOPP. 
d. Masyarakat menuntut pelayanan percepatan di bidang pertanahan tetapi 
kesiapan dari aparat pertanahan sendiri masih kurang. 
e. Budaya hukum, pola lama sulit untuk dihilangkan sehingga terkesan 
pelayanannya masih lambat. 
3. Solusi yang dilakukan dalam mendukung pelaksanaan SPOPP. 
a. Perubahan dan pemahaman hukum/undang-undang dan peraturannya 
sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. 
b. Penegak hukum (pembentuk hukum maupun penataan hukum) harus 
bekerja secara profesional sehingga dalam mnghadapi perubahan segera 
menyesuaikan. 
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c. Sarana/fasilitas pendukung untuk segera dipenuhi guna mendukung 
pelaksanaan SPOOP dalam rangka percepatan pelayanan di bidang 
pertanahan. 
d. Masyarakat, tuntutan masyarakat tidak dapat ditawar-tawar lagi sehingga 
kesadaran dari aparat pertanahan sendiri sangat diperlukan untuk 
mendukung tuntutan dari masyarakat. 
e. Budaya hukum, dalam rangka menuju good governance maka perlu ada 
perubahan peran pemerintah dalam administrasi negara, dari perannya 
sebagai rowing menuju steering, artinya pemerintah lebih banyak 
mengarahkan dan lebih sedikit mengayuh (Osbone dan Gaebler : 1992). 
 
2.   Implikasi 
Konsekuensi logis atau implikasi dari hasil penelitian ini dapat diuraikan 
sebagai berikut : 
1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2005 tentang 
Standard Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) Di 
Lingkungan Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan kota Surakarta 
pelaksanaannya belum efektif. Penegak Hukum (pembentuk hukum maupun 
penataan hukum) di bidang Pertanahan yang dilaksanakan di Kantor 
Pertanahan Kota Surakarta belum secara keseluruhan masih ada sengketa dan 
konflik yang harus diselesaikan. Sarana / fasilitas pendukung di Kantor 
Pertanahan Kota Surakarta sebetulnya sudah memadai dari jumlah komputer 
dan karyawannya sudah seimbang hanya tingkat kesadaran dan kepedulian 
terhadap komputer masih sangat kurang, untuk kalangan pejabat maupun 
managernya. Opini publik (masyarakat) yang menuntut agar pelayanan 
pertanahan itu tidak bertele-tele, masyarakat tak perlu mengeluarkan ratusan 
ribu rupiah. Dengan maksud aturan itu memberikan sejumlah kemudahan. 
Budaya hukum itu berupa nilai-nilai, tradisi dan lain-lain kekuatan spiritual 
yang menentukan bagaimana hukum itu dan dijalankan dalam masyarakat. Ini 
yang perlu perhatian khusus dimana merubah pola dari manual (konvensional) 
berubah menjadi komputerais segala sesuatu dapat dimonitoring dan diketahui 
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dari program aplikasi yang digunakan sehingga pola pelayanan ban berjalan 
sangat diperlukan supaya berkas tidak sempat terhenti bahkan disimpan yang 
mengakibatkatkan keterlambatan. 
2. Lima hal mendasar untuk segera dilakukan sebagai upaya mengatasi hambatan 
ketidak efektifan pelaksanaan SPOPP tersebut yaitu  pemahaman dalam 
penyusunan hukum/undang-undang dan peraturannya, memaksimalkan 
pemahaman aplikasi yang digunakan kepada penegak hukum (pembentuk 
hukum maupun penataan hukum),  Sarana/fasilitas pendukung dimanfaatkan 
semaksimal mungkin, merespon yang menjadi tuntutan masyarakat dalam 
rangka peningkatan pelayanan di bidang pertanahan, budaya hukum merubah 
pola pelayanan kepada masyarakat sebagai pelayan yang baik. 
3. Perubahan dan pemahaman hukum/undang-undang dan peraturannya sesuai 
dengan kaidah-kaidah yang berlaku segera dilksanakan, Penegak hukum 
(pembentuk hukum maupun penataan hukum) harus bekerja secara profesional 
sehingga dalam menghadapi perubahan segera menyesuaikan, sarana/fasilitas 
pendukung untuk segera dipenuhi guna mendukung pelaksanaan SPOOP 
dalam rangka percepatan pelayanan di bidang pertanahan, Masyarakat, 
tuntutan masyarakat tidak dapat ditawar-tawar lagi sehingga kesadaran dari 
aparat pertanahan sendiri sangat diperlukan untuk mendukung tuntutan dari 
masyarakat, budaya hukum, dalam rangka menuju good governance maka 
perlu ada perubahan peran pemerintah dalam administrasi negara, dari 
perannya sebagai rowing menuju steering, artinya pemerintah lebih banyak 
mengarahkan dan lebih sedikit mengayuh (Osbone dan Gaebler : 1992). 
 
3.   Rekomendasi   
1. Pelaksanan SPOPP belum berjalan secara efektif sehingga perlu melakukan  
revisi mengenai peraturan tentang SPOPP sesuai dengan kaidah-kaidah hukum 
yang berlaku berlandaskan pada teori-teori hukum dari para pakar hukum.  
Dapat mewujudkan Good Governance dan meningkatkan kepercayaan  kepada 
masyarakat. 
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2. Perlunya suatu kebijaksanaan yang menghasilkan kebijakan publik sehingga 
dalam penentuan matrik kombinasi prosedur  (pelayanan prosedur) perlu 
mempertimbangkan  opini publik karena kebanyakan warga negara menaruh 
harapan banyak agar mereka selalu memberikan pelayanan sebaik-baiknya. 
3. Peningkatan kualitas (keahlian) sumber daya manusia serta disiplin kerja dan 
kepedulian terhadap pekerjaan yang dilaksanakan, lingkungan di tempat kerja. 
4. Pelayanan prima diartikan sebagai pelayanan yanag terbaik, yang dapat 
diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Ukuran ‘terbaik’ ini sangat 
relatif, dan bisanya dikaitkan dengan Standar Pelayanan Prima, kalau di 
Kantor Pertanahan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan  Pelayanan 
(SPOPP) menurut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 
tahun 2005. 
5. Perlunya pembangunan jaringan net work dengan aplikasi komputer walaupun 
atas inisitif sendiri sangat membantu proses pelaksanaan SPOPP serta 
analisanya dari SPOPP itu sendiri sehingga monitoring dari segala lini dapat 
selalu dilaksanakan dengan demikian waskat dan teguran dari atasan ada 
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